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MUTIAH WENDA JUNIAR (B11111077), Pencegahan Praktik 
Penyalahgunaan Hawala banking oleh Jaringan Terorisme Ditinjau 
dari Perspektif Hukum Internasional, Dibimbing oleh Abdul Maasba 
Magassing sebagai Pembimbing I dan Maskun sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan praktik 
hawala banking yang dilakukan oleh jaringan terorisme dan untuk 
mengetahui upaya pencegahan praktik penyalahgunaan hawala banking 
oleh jaringan terorisme dalam hukum internasional. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode “literature research” 
atau melalui studi kepustakaan, penulis mengumpulkan bahan dari 
literatur-literatur baik yang bersifat hardcopy maupun softcopy yang 
berhubungan dengan judul penelitian ini dengan menggunakan analisis 
normatif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: 1) Perspektif 
mengenai hawala dapat dilihat dari tujuannya yaitu hawala tujuan positif 
dan hawala tujuan negatif. 2) Pendanaan terorisme merupakan bentuk 
penyalahgunaan terhadap praktik hawala banking yang dilakukan oleh 
jaringan terorisme. Dana yang disalurkan melalui hawala biasanya 
bersumber dari kegiatan kriminal baik itu dari perdagangan narkoba, 
penyelundupan minyak atapun perdagangan berlian. Selain membantu 
menyalurkan dana, hawala juga membantu menyediakan dana untuk 
teroris seperti pada kasus jaringan hawala Al-Barakaat. Faktor-faktor yang 
menyebabkan hawala rentan digunakan untuk pendanaan terorisme yaitu 
hawala tidak mengisyaratkan adanya identitas yang jelas untuk 
pelanggannya, hawala tidak teregistrasi ke badan pemerintah dan 
kurangnya koneksi ke bank formal. Faktor-faktor ini kemudian 
menguntungkan bagi teroris untuk menyalurkan dana mereka melalui 
hawala. Penyalahgunaan hawala untuk pendanaan terorisme 
menimbulkan dampak ekonomi dan sosial kepada negara dan masyarakat 
pengguna hawala. 3) Upaya hukum internasional untuk mencegah 
pendanaan terorisme melalui hawala banking yaitu dibuatnya berbagai 
perjanjian internasional baik yang bersifat multilateral ataupun regional 








MUTIAH WENDA JUNIAR (B11111077), Prevention The Misuse of 
Hawala Banking Practice by Terrorism Network taken The 
Perspective of International Law. Tutored by Abdul Maasba 
Magassing as the first tutor and Maskun as the second tutor. 
The purpose of this research is to find out form of the misuse of hawala 
banking practice that conducted by terrorism network and to find out 
international law effort regarding prevention the misuse of hawala banking 
practice by terrorism network. 
This research used literature research method, which is the writer collect 
the data from hardcopy or softcopy literature that related to this research, 
the data will be analyze by using normative analysis. 
The result of research indicate that: 1) Perspective of hawala can be 
classified by the purpose of hawala itself that is hawala with positive 
purpose and hawala with negative purpose. 2) Financing terrorism is a 
form of misuse of hawala banking practice that conducted by terrorism 
network. Fund that transfer through hawala mostly sourced from criminal 
activities such as drug trafficking, oil smuggling and diamond trade. Beside 
assist to transfer the fund, hawala also assist to provide the fund for 
terrorist such as the case of Al-Barakaat hawala network. Factors that 
cause hawala is vulnerable to be used for financing terrorism are hawala 
did not require a clear identity for their customer, hawala is not registered 
to the government and the lack of connection to the formal bank. This 
factors give benefit to the terrorist for transfering their fund through 
hawala. The misuse of hawala for financing terrorism cause economic and 
social impact to the country and citizen that use hawala. 3) International 
law efforts to prevent financing terrorism through hawala banking are 
creating the international convention which is multilateral and regional 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kajian hukum ekonomi internasional dewasa ini semakin penting. 
Perkembangan bidang hukum ini mungkin paling progresif dibandingkan 
dengan bidang-bidang hukum lain. Peranannya pun sekarang ini bahkan 
semakin sentral seiring dengan arus globalisasi (ekonomi) yang cepat. 
Disamping itu, kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan 
aktivitas ekonomi tidak lagi terbatasi oleh batas-batas negara. Fenomena-
fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia dewasa ini, 
seperti ASEAN1 atau European Union2 juga makin mengurangi ikatan 
batas-batas negara ini.3 
Dalam pengaturan nasional, regional dan dunia hubungan-
hubungan ekonomi transnasional acapkali dibedakan antara 5 kategori 
utama transaksi-transaksi internasional: 
a. Pergerakan barang-barang secara lintas batas negara 
(international movement of goods); 
b. Pergerakan jasa-jasa secara lintas batas negara (biasanya 
disebut sebagai perdagangan jasa/invisible trade); 
                                                             
1
 Association of Southeast Asian Nations. 
2
 European Union adalah organisasi yang bergerak dibidang ekonomi dan politik 
yang terdiri dari 28 anggota negara yang terletak di Eropa.  
3
 Huala Adolf,  Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar,  Jakarta: 
RajaGrafindo Persada,  2002,  hlm. 1. 
2 
 
c. Pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara 
(international movement of persons); 
d. Pergerakan atau aliran modal antar negara yang mensyaratkan 
investor-investor asing untuk dapat mengawasi secara langsung 
modalnya (penanaman modal asing) dan bukan (port-folio 
investment) seperti jual beli saham, pinjaman internasional dan 
bantuan pembangunan); dan 
e. Pembayaran internasional dalam transaksi-transaksi ekonomi 
tersebut di atas yang biasanya menyangkut tukar menukar mata 
uang asing (transaksi tukar menukar mata uang asing atau 
foreign exchange transaction).4 
Transaksi-transaksi internasional itu diatur oleh salah satu 
organisasi ekonomi internasional seperti World Bank. Tujuan utama dari 
World Bank tercantum dalam Pasal 1 Articles of Agreement yaitu: 
membantu pembangunan negara-negara anggota; memajukan 
penanaman modal asing; memberikan bantuan pinjaman keuangan untuk 
tujuan-tujuan produktif; memajukan pertumbuhan perdagangan 
internasional dan memelihara neraca pembayaran; mengelola pinjaman 
untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan mendesak; melakukan 
kegiatan-kegiatan lainnya dengan memperhatikan akibat-akibat 
                                                             
4
 Ibid., hlm. 5. 
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penanaman modal internasional pada kondisi-kondisi bisnis di wilayah 
anggotanya.5  
Dalam mencapai salah satu tujuan World Bank yaitu membantu 
pembangunan negara-negara anggota terutama negara-negara 
berkembang dimana pengiriman uang dari pekerja mereka adalah 
pemasukan finansial paling besar bagi negara berkembang. World Bank 
mencatat total nilai pengiriman uang terus meningkat selama beberapa 
dekade terakhir. Pada tahun 2010 tercatat pengiriman uang sebesar USD 
440 milyar dimana USD 325 milyar pengiriman uang menuju negara-
negara berkembang yang melibatkan oleh 192 juta imigran atau 3.0% dari 
populasi dunia.6 
Transaksi pengiriman uang adalah layanan transfer uang dari satu 
orang di suatu negara ke orang lain di negara lain. Biasanya, pengiriman 
uang internasional dilakukan oleh pekerja imigran yang ingin mentransfer 
uang ke keluarganya.
7
 Pengiriman uang ini dibagi menjadi dua metode 
yaitu secara formal dan informal.8 
Ada banyak cara untuk mendeskripsikan sistem pengiriman uang 
informal seperti “alternatif perbankan”, “etnis perbankan” dan “sistem 
                                                             
5
 Ibid., hlm. 97. 
6
World Bank, Remittance Market Outlook, 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/EXTP
AYMENTREMMITTANCE/0,,contentMDK:22121552~menuPK:5978015~pagePK:210058
~piPK:210062~theSitePK:1943138,00.html, Diakses pada 7 Oktober 2014, 23:58 WITA 
7
 Ole E. Andreassen, Remittance Service Providers in the United States: How 
Remittance Firms Operate and How They Perceive Their Business Environment, 
Washington DC: World Bank, 2006,  hlm. 1. 
8
 West African Institute for Financial and Economic Managament, Formal and 
Informal Remittance Systems, hlm. 2 http://www.waifem-
cbp.org/v2/dloads/FORMAL%20AND%20INFORMAL.pdf Diakses pada Senin, 3 
November 2014, 17.16 WITA. 
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transfer uang informal”. Hawala adalah salah satu dari jenis sistem 
pengiriman uang informal.9 Sistem hawala tidak mempersyaratkan adanya 
identitas yang jelas oleh karena itu hawala kebanyakan digunakan oleh 
imigran ilegal karena adanya rasa takut jika menggunakan lembaga 
keuangan formal akan ditemukan fakta bahwa mereka ilegal.10 Adanya 
anonimitas dalam hawala11 membuatnya sangat rentan untuk kejahatan 
pencucian uang,12 perdagangan narkoba dan penghindaran pajak.13 
Di samping kejahatan di atas, hawala juga rentan akan kejahatan 
pendanaan terorisme yang telah terangkat menjadi isu global khususnya 
saat terjadi kasus runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) pada 
tanggal 11 September 2001. Teroris lebih cenderung tergantung pada 
uang tunai karena lebih sulit dideteksi. Sudah menjadi tradisi lama bahwa 
uang tunai dapat diperoleh dengan cara merampok atau melakukan 
kejahatan lain, atau berasal dari sumbangan partisipan. Josef Stalin, salah 
seorang teroris terkenal, memulai aksinya dengan merampok suatu bank 
untuk kepentingan Communist Party. Sebagian kecil uang dikirim ke para 
simpatisan yang kemudian menyimpannya dalam rekening koran untuk 
digunakan oleh jaringan organisasi berdasarkan permintaan. Sedangkan 
teroris tradisional bergantung pada metode berteknologi rendah seperti 
                                                             
9
 Samuel Munzele Maimbo, The Regulation and Supervision of Informal 
Remittance Systems: Emerging Oversight Strategies, Washington DC: International 
Monetary Fund, 2004, hlm.1. 
10
 Rob McCusker, Underground Banking: Legitimate Remittance Network or Money 




 Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di 
Pasar Modal,Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 76. 
13
 Rob McCusker, op.cit. hlm. 2. 
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hawala agar mereka tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah 
besar. Integritas hawala telah lama diberlakukan secara tradisi, yang 
dalam praktiknya dilakukan dengan sangat hati-hati karena itu sangat sulit 
dilacak oleh aparat penegak hukum.14 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan praktik hawala banking yang 
dilakukan oleh jaringan terorisme? 
2. Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan praktik hawala 
banking oleh jaringan terorisme dalam hukum internasional? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, adalah: 
1. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan praktik hawala banking 
yang dilakukan oleh jaringan terorisme. 
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan penyalahgunaan praktik hawala 
banking oleh jaringan terorisme dalam hukum internasional. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai kajian yang bermanfaat untuk referensi mengenai hawala 
banking. 
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2. Sebagai panduan dalam memberikan informasi tentang upaya hukum 
internasional dalam mencegah penyalahgunaan praktik hawala 
















A. Sistem Pengiriman/Transfer Uang (Remittance) 
1. Sistem Transfer Uang Formal 
a. Perusahaan Spesialisasi Transfer Uang/Specialised Money 
Transfer Companies (MTCs). 
Pasar transfer pengiriman uang (transfer orang ke orang) 
didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar transfer pengiriman 
uang. Perusahaan yang dimaksud adalah Western Union, Money 
Gram dan Vigo. Sisa pasar transfer uang formal terbagi-bagi 
menjadi : 
1) Bank Komersial 
2) Kantor Pos 
3) Biro Valuta Asing 
4) Koperasi Kredit 
5) Perusahaan Transfer Uang lainnya, dengan pemain 
berbeda yang mendominasi pasar-pasar spesifik.15 
Bank memproses lebih dari 70% transfer uang formal ke 
Turki, India dan Philiphina. 90% jika pengiriman uang dari Rusia ke 
Ukraina dan dari Uni Emirat Arab ke India ditransfer secara cash. 
Sebagai contoh 70% imigran Amerika Latin di USA menggunakan 
MTCs untuk mentransfer uang ke negara asalnya. 
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Western Union, perusahaan transfer uang terbesar di 
pasarnya, dilaporkan telah memproses transfer uang sekitar 81 juta 
di tahun 2003, yang mana Bezard memperkirakan mewakili 25% 
dari total pasar. Pembagian pasar terhadap provider transfer 
internasional (bisa dilihat di Bagan 1), diperkirakan menggunakan 
angka rata-rata US$ 300 per transfer internasional yang dikutip 
oleh Money Gram. Persentase ini, bagaimanapun menunjukkan 
yang terbaik karena pengalihan jumlah rata-rata bervariasi menurut 
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Bagan 1 
 Estimasi Pembagian Pasar terhadap Provider Transfer 
Internasional Orang ke Orang Tahun 2003 
Sumber 1 West African Institute for Financial and Economic 
Management, Formal and Informal Remittance Systems, hlm. 4. 
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Tabel 1  









El Savador 280 
Republik Dominika 203 
 
Sumber 2 West African Institute for Financial and Economic Management, Formal 
and Informal Remittance Systems, hlm. 5. 
b.  Instrumen–instrumen Mekanisme Pengiriman di Dalam Pasar 
Transfer Uang Formal. 
 Ada lima instrumen utama yang digunakan untuk 
mentransfer uang di pasar normal dan berbagai jenis penyedia 
jasa keuangan (PJK) yang memiliki akses untuk instrumen yang 
berbeda. Lima instrumen utama yaitu:17 
1) Cek dan Bank Drafts, mewakili bentuk utama dari transfer 
uang orang ke orang di negara-negara industri.18 
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2) Wesel, wesel merupakan instrumen tradisional berbasis kertas 
tapi tidak seperti cek, wesel dapat diterbitkan dan ditebus oleh 
PJK. Emiten19 besar wesel termasuk lembaga keuangan pos 
dan MTCs seperti Western Union dan Money Gram. Wesel 
tidak memerlukan rekening bank. Penerima uang tunai hanya 
perlu memperlihatkan wesel ke agen pembayaran resmi 
(kantor pos, agen MTCs, dll). Wesel memiliki risiko untuk 
keterlambatan pengiriman dan pencurian.20 
3) Transfer Elektronik, pada tingkat domestik, jenis paling umum 
dari sistem transfer uang elektronik adalah Automated 
Clearing House (ACH)21 dan sistem Real-Time Gross 
Settlement Systems (RTGS).22 Kedua mekanisme 
memungkinkan lembaga-lembaga keuangan anggota untuk 
bertukar instruksi pembayaran dan menyelesaikan kewajiban 
secara elektronik. ACHs dapat menerima instruksi 
pembayaran dari lembaga keuangan atau langsung dari klien 
yang mana dapat menghubungkan ke sistem ini 
menggunakan kartu debit atau kartu kredit bank yang 
dikeluarkan oleh mereka. Jaringan ini sering dimiliki dan 
                                                             
19
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emiten adalah badan usaha 
(pemerintah) yg mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. 
20
 West African Institute for Financial and Economic Managament, op.cit., hlm.6. 
21
 Menurut Bank Indonesia, Automated Clearing House adalah lembaga swasta 
yang bertindak sebagai pusat fasilitas kliring untuk semua transaksi transfer dana secara 
elektronik antar bank. 
22
 Menurut Bank Indonesia, Real-Time Gross Settlement Systems adalah sistem 




dioperasikan oleh bank sentral meskipun perusahaan swasta 
seperti Visa juga mengoperasikan sistem ACH di negara-
negara tertentu. 
  Pada tingkat internasional, sistem yang paling umum 
digunakan untuk memfasilitasi transfer uang elektronik 
dioperasikan oleh Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (SWIFT). SWIFT adalah sebuah industri 
milik koperatif yang menyediakan layanan pesan pembayaran 
dalam waktu nyata kepada anggota lembaganya. SWIFT 
sering menjadi pilihan termurah untuk transaksi bernilai tinggi 
antara lembaga keuangan tapi bisa menjadi mahal untuk 
transfer bernilai kecil. Untuk alasan ini maka sebagian 
pembayaran oleh SWIFT tidak dilakukan oleh individual dalam 
transfer orang ke orang tetapi dalam pembayaran yang lebih 
besar seperti pembayaran dalam hal bisnis, bisnis konsumen 
atau pembayaran uang kuliah.23 
  Kebanyakan transfer disebut sebagai “kabel” yang 
diarahkan melalui SWIFT atau ACH nasional. Transfer melalui 
jaringan elektronik tersebut cukup dapat diandalkan tetapi PJK 
yang bukan bank mungkin tidak memiliki akses yang baik 
karena alasan dibatasinya undang-undang domestik atau 
                                                             
23




kurangnya kapasitas teknis untuk terhubung dengan sistem 
SWIFT. 
4) Giro, adalah istilah yang digunakan untuk pembayaran 
elektronik lintas batas yang ditawarkan oleh kantor pos di 
banyak negara. Sistem ini memungkinkan pemegang rekening 
bank pos untuk mengirim uang ke dalam negeri ataupun luar 
negeri ke rekening pos lain, rekening bank atau ke kantor pos 
untuk pembayaran tunai. Biasanya sistem ini memerlukan 
waktu 2-4 hari untuk menerima transfer giro. Layanan 
internasional sering digunakan oleh pengusaha kecil untuk 
impor dan ekspor pembayaran. 
  Mengirim giro membutuhkan rekening bank pos. Giro 
pos cenderung memiliki lokasi yang lebih luas daripada bank 
umum. Giro pos juga cenderung lebih murah daripada transfer 
bank untuk jumlah kecil. Sebagai contoh, jaringan pos di Afrika 
Utara menyediakan layanan giro berbasis akun yang sangat 
populer di kalangan mahasiswa dan kelompok dengan 
pendapatan rendah dan menengah dimana mereka sulit untuk 
membuka rekening giro di bank umum.
24
 
5) Money Transfer Proprietary Networks, jenis sistem 
pembayaran ini dibatasi untuk agen dari organisasi atau 
asosiasi yang memiliki jaringan. Namun, banyak jenis lembaga 





yang dapat menjadi agen, termasuk bank, lembaga keuangan 
bukan bank, kantor pos dan bisnis ritel. 
  Layanan MTC cenderung sangat ramah kepada 
pelanggan. Layanan ini membutuhkan baik pengirim maupun 
penerima untuk memiliki rekening atau menyelesaikan 
dokumen yang luas. Layanan ini juga dikenal dengan 
kecepatannya. Banyak MTCs menawarkan layanan “waktu 
nyata” yang memungkinkan penerima untuk mengumpulkan 
dana yang ditransfer hampir secara seketika sampai. Namun 
sebagai imbalan atas kesederhanan layanan ini sebagian 
besar digunakan untuk membiayai anggaran pemasaran 
besar. MTCs biasanya merupakan layanan yang paling mahal 
dalam mekanisme transfer.25 
2. Sistem Transfer Uang Informal 
Istilah “informal money transfer systems” (IMTS) atau sistem 
transfer uang informal digunakan disini karena menggambarkan sifat 
dan fungsi dari proses, yaitu, untuk mempercepat transfer uang dari 
satu lokasi ke lokasi lain. Bahkan, IMTS adalah sistem pengiriman 
uang yang hadir dan beroperasi di luar (atau sejajar dengan) sistem 
konvensional yang diatur oleh sistem perbankan dan penyedia 
keuangan. Meskipun IMTS telah beroperasi di berbagai komunitas 
dari waktu ke waktu namun yang paling besar dalam operasi saat ini 
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berasal dari dua jenis yaitu hawala (hundi di Pakistan) yang 
dikembangkan di Asia Selatan (Bangladesh, India dan Pakistan) dan 
fei ch’ien yang berasal dari Cina. 
Selain kedua sistem tersebut, beberapa sistem transfer uang 
telah berkembang selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar, 
terutama sistem Kolombia yang telah muncul di konteks pasar gelap 
untuk peso. Kedua sistem pengiriman uang tersebut awalnya tidak 
diketahui secara jelas asalnya. Beberapa peneliti mengatakan bahwa 
hawala/hundi dikembangkan lebih dari satu abad lalu dalam populasi 
imigran India di Afrika dan Asia Tenggara sebagai sarana 
menyelesaikan perhitungan. Sarjana lain menempatkan asal-usulnya 
berabad-abad yang lalu ketika pedagang mencari sistem yang aman 
untuk mentransfer uang dan orang-orang mencari cara untuk 
berpergian tanpa harus membawa jumlah uang yang besar sehingga 
mereka aman terhadap perampokan. Namun, para ahli lain 
mengatakan bahwa sistem hawala telah ada selama ribuan tahun 
setelah menjadi bagian dari sistem Mesir kuno yang didasarkan pada 
kredit yang disebut giro.26 
Terlepas dari usia sebenarnya, sistem ini tetap banyak 
digunakan di dunia saat ini, terutama di Afrika, Asia, dan Timur 
Tengah. Dari komunitas imigran India di Asia Tenggara dan Afrika, 
penggunaan sistem hawala diikuti pola imigrasi dan kemudian 
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menyebar ke daerah lain di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara 
dan Amerika Selatan. Diperkirakan bahwa sebanyak $100 sampai 
$300 milyar aliran melalui IMTS terjadi setiap tahun. Di India, pada 
tahun 1991. Diperkirakan bahwa hawala memproses sekitar $10 
milyar sampai $20 milyar per tahun. Di Pakistan, lebih dari $5 milyar 
per tahun aliran melalui hundi.27 
Sistem transfer uang informal dapat terbagi menjadi : 
a. Hawala 
  Hawala (biasa juga disebut Hundi) merupakan 
sebuah alternatif atau sistem pengiriman uang paralel. Komponen 
hawala yang membedakannya dengan sistem pengiriman uang 
lainnya yaitu adanya kepercayaan dan menggunakan koneksi 
ekstensif seperti hubungan keluarga atau afiliasi regional. Transfer 
uang berlangsung berdasarkan komunikasi antara jaringan 
Hawaladars atau dealer Hawala. Sistem hawala bekerja dengan 
mentransfer uang tanpa uang itu benar-benar bergerak. Faktanya, 
transfer uang tanpa adanya pergerakan dari uang itu sendiri 
adalah definsi yang menggambarkan hawala. Sistem ini 
didasarkan pada kepercayaan tanpa adanya gerakan yang nyata 
terhadap pemindahan uang tersebut. Hawala membutuhkan 
waktu satu atau dua hari dan lebih cepat daripada sebagian 





sistem transfer bank dan tanpa harus membuka rekening. Seluruh 
transaksi dilakukan tanpa meninggakan jejak kertas.28 
b. Hundi 
 Meskipun hawala dan hundi digunakan sebagai istilah 
yang sama, di bagian Asia Selatan mereka memiliki pengertian 
yang berbeda. Hundi adalah salah satu kredit yang muncul paling 
awal dan merupakan instrumen kredit yang paling penting di India. 
Dengan demikian, tidak seperti hawala, hundi adalah sebuah 
dokumen fisik atau instrumen keuangan. Hundi bisa digunakan 
untuk mentransfer uang (kebingungan dengan sistem hawala 
muncul dari hal ini) atau sebagai rekening pertukaran uang. 
Dalam istilah sederhana, instrumen inilah yang kemudian 
membuat hundi menjadi populer. Menurut sebuah studi, hundi 
juga dapat digunakan sebagai tagihan keuangan atau tagihan 
perdagangan. Pembayaran dalam sistem hundi dapat dilakukan 
saat itu juga atau di kemudian hari. Di beberapa negara, seperti 
Pakistan dan Bangladesh, istilah yang digunakan untuk 
menggambarkan praktek hawala sebenarnya hundi. 
 Secara teknis, hundi adalah perintah bersyarat secara 
tertulis yang dibuat oleh seseorang kemudian mengarahkan orang 
lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang lain 
pula. Dalam sistem transaksi hundi, imigran atau pekerja jangka 
                                                             
28
 Securities and Exchange Comission of Pakistan Anti-Money Laundering Cell, 
Hawala/Hundi, Pakistan: Brief Series, 2003, hlm.1. 
17 
 
pendek mentransfer sejumlah mata uang asing kepada agen lokal 
di bawah perjanjian bahwa penukaran uang di luar negeri dari 
agen yang mentransfer setara dengan mata uang lokal pada nilai 
tukar yang disepakati untuk keluarga si pengirim. Dealer hundi 
menawarkan layanan rumah ke rumah dimana sangat diterima 
oleh masyarakat di daerah terpencil.29 
c. Fei ch’ien 
 Fei ch’ien (berarti uang atau koin terbang) adalah 
sistem pengiriman uang yang berevolusi selama paruh kedua 
Dinasti Tang (618-907) sebagai akibat dari perkembangan 
perdagangan komoditi di Cina. Ada pula yang beranggapan 
bahwa fei ch’ien berkembang merupakan akibat dari peningkatan 
perdagangan beras antara Cina bagian utara dan selatan, 
sedangkan teori lain menyatakan bahwa fei ch’ien berkembang 
karena perkembangan perdagangan antara ibukota kekaisaran 
dan Cina bagian selatan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa 
sistem fei ch’ien berevolusi dari sistem debit Babilonia kuno yang 
menggunakan cuneiform tablets sebagai instrumen debit (disebut 
cek dalam modern ini).
30
 
 Selama periode itu, pedagang dari Cina bagian selatan 
menjual teh mereka dan barang-barang lainnya di ibukota dan 
mentransfer pendapatan mereka dari hasil penjualan ke 
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Washington DC: International Monetary Fund, 2009, hlm. 14. 
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“pengadilan yang menawarkan peringatan‖ (kantor penghubung 
atau lembaga dari pemerintah provinsi yang berada di ibukota 
kekaisaran) dimana pendapatan tersebut digunakan untuk 
membayar pajak dari provinsi ke pemerintah pusat. Pengadilan ini 
akan mengeluarkan sertifikat yang menunjukkan jumlah yang 
harus dibayar oleh pedagang lalu setelah pedagang itu kembali, 
pemerintah provinsi akan membayar mereka dengan jumlah uang 
yang setara. Sistem fei ch’ien adalah cara mudah dan hemat 
dalam pertukaran uang, meskipun kurir dari pemerintah provinsi 
sedikit kesusahan sehingga terjadinya risiko dalam pengangkutan 
uang secara fisik yang jauh lebih lama. Tanpa adanya uang yang 
dimiliki oleh pedagang maka pedagang tidak akan menjadi target 
dari perampokan di jalan raya. Sistem ini memungkinkan uang 
untuk “bergerak” seketika dari ibukota ke provinsi. Selain itu, 
semenjak orang Cina mulai berimigrasi ke berbagai belahan 
dunia, sistem pemisahan keluarga berkembang dimana salah satu 
bagian dari keluarga tetap tinggal dan yang lain menetap di luar 
negeri.31 
 Sistem pemisahan keluarga diselenggarakan bersama-
sama oleh ikatan yang kuat, ditandai dengan adanya aliran 
pengiriman uang dari unit ekspatriat32 dalam mendukung keluarga 




 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspatriat adalah orang yg 
melepaskan kewarganegaraannya; orang yg meninggalkan negeri asalnya; warga 
negara asing yg menetap di sebuah negara; orang yg terbuang; tenaga kerja asing. 
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yang tinggal di Cina. Keluarga ekspatriat dengan toko-tokonya 
(seperti toko emas) kemudian mendominasi bisnis transfer uang 
dari luar negeri ke Cina.  
 Sistem pengiriman uang yang berkembang merupakan 
sebagai hasil permintaan untuk mengirimkan uang ke kampung 
halaman dimana sistem ini kemudian menjadi pelopor awal 
layanan perbankan di Cina. Misalnya, di Provinsi Shansi selama 
Dinasti Qing (1644-1911), bank awalnya adalah sistem untuk 
mentransfer uang ke suatu lokasi. Operasi ini awalnya dijalankan 
oleh keluarga, lalu diperluas di luar perbatasan provinsi yang 
mencakupi seluruh negeri. Cabang dari sistem ini pun dibuka di 
kota-kota dimana keluarga memiliki kepentingan bisnis dan 
dibuatlah draft yang mirip dengan cek perjalanan di masa kini. 
Kemudian, pelopor lain datang dari bank modern seperti lembaga 
kliring dan bursa penukaran uang yang kemudian bersaing 
dengan bank Shansi. Dengan munculnya emigrasi33 di Cina pada 
abad ke sembilan, sistem fei ch’ien menjadi ter-internasionalisasi. 
Di dalam keluarga struktur dalam sistem pengiriman uang 
menawarkan keuntungan tambahan terhadap privasi dalam 
transaksi dan banyak klien akan menggunakan sistem ini untuk 
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melindungi pendapatan mereka dari beratnya beban pajak yang 
dikenakan oleh beberapa pemerintah kepada etnis Cina.34 
d. Chit 
 Sistem chit diperkenalkan oleh kolonis Inggris di Cina 
selama abad ke sembilan belas dimana gaji pekerja yang 
dipekerjakan oleh Inggris di depositkan ke dalam akun Escrow35 
yang dikelola oleh komprador36 Cina (perantara antara 
perusahaan Eropa dengan pembeli lokal). Pekerja asing ini akan 
menulis chits untuk membayar makanan dan hal penting lainnya 
yang mereka beli dari pedagang lokal. Pada gilirannya, para 
pedagang akan memperlihatkan chits ini untuk pembayaran ke 
komprador. Kemudian komprador akan mengurangi jumlah uang 
yang sesuai dari rekening pekerja asing.37 
e. Chop 
 Chop (dalam bahasa Indonesia disebut memotong) 
adalah sistem yang sama dengan chit. Sistem ini bekerja dengan 
cara yang sama sebagaimana sistem hawala digunakan saat ini. 
Seorang klien di negara A ingin mengirimkan uang kepada 
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 Menurut Black’s Law Dictionary, escrow adalah suatu perjanjian legal atau 
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penerima di negara B dengan cara pergi ke broker38 atau outlet 
yang akan mengambil uang tunai dan membuat entri ke buku 
untuk mencatat jumlah yang diterima. Kemudian 
mengkomunikasikan informasi yang relevan mengenai transaksi 
(jumlah yang akan dikirim, nama, lokasi penerima dan 
sebagainya) ke broker rekannya di negara B. Broker juga 
menciptakan chop (dalam situasi ini, mungkin sebuah tiket kereta 
api atau kartu remi), menyobeknya menjadi dua bagian, bagian 
pertama diberikan kepada klien dan bagian lainnya dikirim untuk 
mitra di luar negeri lalu klien mengirimkan setengah dari chop ke 
penerima. Bagian-bagian tersebut harus saling bertemu sebelum 
broker memberikan uang ke penerima.39 
Tabel 2  
Jenis Transfer Informal 
No. Tipe Transfer 
Mekanisme 
Transfer 
Tempat dimana tipe 




1. Hawala “Transfer”:  Timur Tengah, Asia Selatan Tidak ada 
2. Fei ch’ien “Uang Terbang”: Asia Tidak ada 
3. Hundi “Mengumpulkan”: Asia, Timur Tengah Tidak ada 




Asia Tidak ada 
5. Pasar gelap 
pertukaran peso 
Pertukaran asset Amerika Latin Tidak ada 
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Transfer fisik Timur tengah, Asia, Eropa, 
Afrika, Amerika Latin 
Ada 
 
Sumber 3 International Transactions in Remittance Guide for Compilers and Users, 
hlm.13. 
B. Hawala Banking 
1. Sejarah Hawala Banking 
Hawala banking memiliki sejarah yang panjang. Terutama 
berkecimpung di dalam fasilitasi moneter terhadap perdagangan antar 
daerah yang jauh, meskipun jauh, bankir tetap memberikan layanan 
yang bermanfaat terutama bagi para imigran yang ingin mentransfer 
uang ke negara asal mereka. Sistem informal telah lama ada tetapi 
baru-baru saja menjadi terkenal di daerah-daerah yang dilanda konflik 
seperti Afghanistan.40  
Setelah bertahun-tahun konflik, kepercayaan terhadap sistem 
perbankan formal sirna dan bank-bank yang tersisa tidak menerima 
deposito atau memberikan pinjaman. Secara signifikan, bank-bank 
resmi tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan layanan pengiriman 
uang internasional ataupun domestik.41 
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Disamping persaingan yang terus berkembang oleh layanan 
pengiriman uang formal, penggunaan hawala tidak menurun. Menurut 
perkiraan terbaru oleh International Monetary Fund (IMF), imigran 
telah mentransfer uang sebanyak $100 milyar per tahun untuk 
anggota keluarga dan rekan mereka di negara asal melalui sistem 
keuangan resmi. Selain itu, jumlah yang sama ditransfer dalam bentuk 
barang, uang tunai dan melalui sistem perbankan bawah tanah. IMF 
tidak berani memperkirakan jumlah transfer yang akurat melalui bank-
bank informal. Sepertinya, terdapat jumlah yang signifikan semenjak 
hawala berhasil menarik banyak imigran karena hawala bekerja lebih 
efektif terhadap biaya, efisien dan dapat diandalkan ketika 
menyangkut hal transfer uang. Manfaat tambahan untuk para imigran 
gelap bahwa para bankir hawala tidak mencatat identitas mereka.42 
2. Pengertian Hawala 
Hawala dalam bahasa Arab berarti mentransfer, diketahui 
juga sebagai Hundi yang berarti mengumpulkan – berasal dari akar 
Sanskrit.43.  
Hawala adalah sebuah alternatif atau sistem pengiriman uang 
paralel. Hawala ada dan beroperasi diluar atau sejajar dengan 
tradisional perbankan atau layanan finansial. Hawala dikembangkan di 
India sebelum diperkenalkannya praktek perbankan barat dimana saat 
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 Charles B. Bowes, Hawala, Money Laundering, and Terrorism Finance : Micro-
Lending As An End To Illcit Remittance, 2009. hlm. 379. 
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ini sistem perbankan barat merupakan sistem pengiriman utama yang 
digunakan di seluruh dunia. Sistem hawala hanyalah salah satu dari 
beberapa sistem seperti chop, chit, atau uang terbang. Sistem 
tersebut sering disebut sebagai perbankan bawah tanah, istilah 
tersebut tidak selalu benar karena mereka sering beroperasi di tempat 
terbuka dengan legitimasi yang lengkap dan layanan ini sering 
diiklankan secara efektif. 
Komponen hawala yang membedakannya dengan sistem 
pengiriman uang lainnya yaitu kepercayaan dan menggunakan 
koneksi yang luas seperti hubungan keluarga atau afiliasi regional. 
Berbeda dengan bank tradisional seperti sistem chop, sistem hawala 
meminimalkan (biasanya tidak) penggunaan instrumen negosiasi. 
Transfer uang berlangsung berdasarkan komunikasi antara anggota 
jaringan hawaladars atau dealer hawala.44 
3. Jenis-jenis Hawala 
Ada tiga jenis utama dari hawala dan penyedia layanan 
sejenisnya yang beroperasi di seluruh dunia yang dikategorikan 
berdasarkan penggunaan yang legal dan ilegal yang mana 
membedakan risiko terhadap Money Laundering or Financing 
Terrorism (ML/FT) berlaku: 
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a. Pure traditonal (legal) hawala dan penyedia layanan 
sejenisnya. 
Di Asia Selatan dan Timur Tengah, kata hawala 
umumnya digunakan untuk merujuk kepada “pure traditional 
hawala” yaitu sistem transmisi uang yang telah berabad-abad 
digunakan untuk pembiayaan perdagangan. Sistem ini telah 
beroperasi selama berabad-abad di lingkungan yang tidak 
diatur dan masih ada beberapa negara yang 
menggunakannya untuk pembiayaan perdagangan dan 
pengiriman uang personal, kadang-kadang berada dibawah 
pembayaran regulasi tetapi biasanya tidak. Pure traditional 
hawala dan penyedia layanan sejenisnya banyak digunakan 
untuk pengiriman uang dengan jumlah yang rendah atas 
nama individu, sebagai contoh, pekerja imigran memperluas 
wilayah geografis sejarah mereka sebagaimana meningkatnya 
populasi berimigrasi dan rute perdagangan yang juga turut 
berkembang.45 Misalnya, hawala adalah penyedia umum 
untuk pengiriman uang bagi pekerja imigran di Uni Emirat 
Arab, dimana sebagian besar penduduk kelas pekerja terdiri 
dari ekspatriat. Pure traditional hawala dan penyedia layanan 
sejenisnya cenderung terkenal di kalangan pendatang karena 
kekeluargaan, wilayah dan afiliasi suku dan juga tidak 
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memadainya akses ke layanan keuangan resmi untuk 
pengirim/penerima di negara asal/negara penerima. Penyedia 
layanan ini sangat berfungsi dalam menyediakan layanan 
pengiriman uang/layanan pembiayaan perdagangan kepada 
pelanggan yang mengirim dalam jumlah yang rendah. Jika 
diatur dan diawasi dengan baik, mengingat rendahnya nilai 
transaksi yang dilakukan oleh pemakai sistem hawala maka 
kerentanan terhadap kasus pencucian uang dan pendanaan 
terorisme akan berkurang. Pengawasan yang minim biar 
bagaimanapun akan memperkuat risiko penyalahgunaan.46 
b. Hybrid traditional (kadang-kadang tidak diketahui) hawala 
dan penyedia layanan sejenisnya. 
Hybrid traditional hawala dan penyedia layanan 
sejenisnya atau institusi non-finansial atau Designated Non-
Financial Business and Professions (DNFBP) adalah 
penyediaan layanan keuangan yang sah tetapi pada saat 
yang sama baik disadari maupun tidak disadari mereka 
dapat digunakan untuk tujuan yang ilegal seperti transmisi 
uang haram dalam melintasi perbatasan. Jaringan ini tidak 
dibentuk untuk memindahkan uang haram tetapi mungkin 
terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perpindahan uang yang 
dihasilkan dari penggelapan pajak untuk menghindari kontrol 





mata uang dan menghindari sanksi dan sebagainya. 
Penyedia layanan ini kemudian menggunakan metode yang 
sama dengan layanan tradisional lainnya dan bukan bagian 
dari jaringan kriminal. Mereka mengembangkan dimana 
tidak ada permintaan layanan pengiriman uang, mereka 
dapat berinteraksi dengan penyedia layanan lain untuk 
menyelesaikan transaksi.47 
c. Criminal (ilegal) hawala dan penyedia layanan sejenisnya. 
Di beberapa negara, ada kekhawatiran bahwa sistem 
hawala dan penyedia layanan sejenisnya telah diatur atau 
diperluas untuk melayani para kriminal. Sistem seperti ini 
didorong oleh arus uang yang tidak sah dan sering 
dikendalikan oleh kelompok kriminal. Oleh karena itu sistem 
ini menunjukkan kasus pencucian uang yang tinggi dan 
risiko pendanaan terorisme. Pihak ketiga dari pencuci uang 
profesional sering menjalankan jaringan keuangan. Jaringan 
kriminal ini juga memungkinkan pelanggaran lain dilakukan 
seperti penggelapan pajak, pelanggaran mata uang dan 
korupsi. Criminal hawala dan penyedia layanan sejenisnya 
sering menjadi bagian dari jaringan kriminal yang telah 
dikembangkan secara khusus untuk melakukan kegiatan 
ilegal. Awalnya, jenis layanan ini dapat dikembangkan 





menjadi suatu jaringan untuk memenuhi kebutuhan 
pengiriman uang lokal oleh Traditional atau Hybrid Hawala 
dan penyedia layanan sejenisnya. Namun jaringan ini 
tumbuh menjadi koridor transfer yang kuat dan menjadi 
menarik bagi para penjahat dan kemudian berkembang 
menjadi koridor transfer kriminal. Jaringan kejahatan ini 
ditandai dengan transaksi dalam jumlah yang besar antara 
orang dan badan hukum yang tidak selalu berasal dari latar 
belakang budaya atau geografis yang sama. Kriminal hawala 
digunakan untuk mengirim pembayaran ke negara-negara 
dengan sistem perbankan yang sudah maju dan diatur.48 
4. Karateristik Hawala 
a. Karateristik Umum Hawala dan Penyedia Layanan Sejenisnya. 
Bagian ini menjelaskan karateristik umum dari Hawala dan 
Penyedia Layanan Sejenisnya berdasarkan hasil survei oleh 
Financial Action Task Force (FATF)49 terhadap layanan alternatif 
pengiriman uang, kajian literatur dan presentasi negara di 
workshop tipologi hawala. Deskripsi juga dipengaruhi oleh 
kurangnya definisi umum atau pemahaman tentang Hawala dan 
penyedia layanan sejenisnya. Semua karateristik mungkin tidak 
selalu ada di semua negara operasi. Dengan kata lain, hanya 
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beberapa karateristik di bawah ini yang mungkin ada di beberapa 
negara. Pada umumnya karateristik hawala dan penyedia layanan 
sejenisnya adalah sebagai berikut:50 
1) Ilegal atau tidak belisensi/tidak terdaftar sebagai layanan 
transfer uang. Lebih dari separuh responden menegaskan 
bahwa Hawala dan penyedia layanan sejenisnya pada 
umumnya tidak diatur atau ilegal di negara mereka. Di 
sebagian besar negara, hawala dan penyedia layanan 
sejenisnya telah tunduk pada pengawasan regulasi. 
Namun, usaha terakhir telah mengakibatkan pergesaran 
terhadap hawala dan penyedia layanan sejenisnya ke 
sektor keuangan resmi di beberapa negara. 50% dari 
negara-negara yang merespon pertanyaan, hawala dan 
penyedia layanan sejenisnya telah diatur.51 
2) Penyedia layanan pengiriman uang alternatif yang 
mentransfer dana di luar bank atau lembaga keuangan 
resmi lainnya. Semua negara kecuali satu negara yang 
disurvei setuju terhadap pernyataan ini. Karateristik ini 
adalah satu-satunya hal umum yang terjadi di sebagian 
besar negara yang disurvei. 
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3) Transfer uang yang menggunakan net settlement52 dengan 
agen pembayaran yang sebenarnya tidak mentransfer uang 
tersebut. Dalam net settlement, tidak ada uang yang 
ditransfer untuk setiap transaksi yang terjadi antara hawala 
dan penyedia layanan sejenisnya. Untuk transaksi individu, 
hawaladar (orang yang menyediakan layanan hawala) dan 
penyedia layanan sejenisnya menggunakan uang tunai 
pribadi mereka untuk membayar penerima. Setelah jangka 
waktu tertentu (misalnya setelah satu bulan) hutang antara 
hawaladar diselesaikan. Sekitar 80% dari negara-negara 
yang disurvei setuju bahwa net settlement tanpa transfer 
uang adalah proses penyelesaian yang paling umum 
digunakan di negara mereka dengan layanan hawala dan 
penyedia layanan sejenisnya. 
4) Transfer uang yang dilunasi melalui nilai yang setara 
daripada menggunakan instrumen moneter. Penyelesaian 
melalui ini terjadi pada transaksi perdagangan, seperti 
barang dagangan dan komoditas lainnya. Kadang-kadang, 
hawaladar dan penyedia layanan sejenisnya berhutang 
untuk menyelesaikan layanan pembayaran melalui 
rekening dengan memenuhi kewajiban komersial. 
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Kemudian mereka membayar uang atau tagihan dari nilai 
yang sama dari jumlah hutang mereka. Jenis pendekatan 
ini digunakan di 68% dari negara-negara yang merespon 
pertanyaan.53 
5) Transfer uang yang hanya melayani masyarakat diaspora 
tertentu. Sekitar 32% dari negara-negara responden 
meyakini bahwa hawala dan penyedia layanan sejenisnya 
hanya melayani masyarakat tertentu. Secara tradisional, 
hawala dan penyedia layanan sejenisnya digambarkan 
sebagai kelompok atau jaringan yang berdasarkan sistem 
kekeluargaan, daerah dan afiliasi suku. Di masa kini, 
hawala dan penyedia layanan sejenisnya mulai melayani 
jaringan yang lebih luas tetapi masih dalam proses 
perkembangan.54 
b. Karateristik Khusus Hawala 
Beberapa dari negara yang disurvei mencatat bahwa 
beberapa karateristik merupakan karateristik dari “pure traditional 
hawala” dimana karateristik itu tidak selalu sesuai dengan 
kenyataan di semua negara, terutama di Eropa Barat dan Amerika 
Utama. Karateristik ini disebut sebagai “Mitos Hawala”: 
1) Sistem kuno dan statis. 
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Bahkan pure traditional hawala sebenarnya merupakan 
karateristik yang terus berkembang. Pengalaman negara 
menunjukkan bahwa entitas dalam jaringan yang sah 
menyesuaikan struktur dan metode mereka untuk 
memastikan koridor pengiriman uang dapat dilayani secara 
efisien. Setiap akhir dari pengiriman uang mencerminkan 
sebuah aturan, peraturan dan konteks dimana mereka 
beroperasi. Di banyak negara, sebuah operasi 
digambarkan sebagai hawala dan terlihat sama seperti 
bisnis layanan uang/money service business (MSB) di 
negara lain.55 
2) Sistem pengiriman uang yang juga menawarkan layanan 
keuangan lainnya. 
Pure Traditional Hawala sebernarnya bukan merupakan 
sistem pengiriman uang yang murni. Selain pengiriman 
uang, hawala juga biasanya menawarkan jasa keuangan 
lainnya seperti penukaran mata uang dan dalam beberapa 
yurisdiksi, pinjaman berjangka pendek, jaminan 
perdagangan dan penjagaan uang yang aman. Di beberapa 
negara, hawala dapat beroperasi sebagai pegadaian, agen 
perjalanan dan toko ponsel.56 
3) Sistem tanpa kertas. 
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Banyak penyelidikan terhadap hawala telah 
mengungkapkan bahwa hawaladar benar-benar menjaga 
catatan secara terperinci. Mereka mempunyai rekening 
manual, buku kas dan catatan yang terkomputerisasi atau 
kombinasi dari hal itu semua. Bisnis dari beberapa 
hawaladar berdasarkan keuntungan dengan margin yang 
kecil, pencatatan, dan pelacakan deposito. Pembayaran 
dan transfer adalah hal yang penting untuk reputasi baik 
dan efesiensi mereka. Penyedia layanan sejenisnya yang 
melayani pasar kriminal harus menjaga catatan mereka 
dalam rangka untuk menjaga catatan transaksi melalui 
metode penyelesaian yang kompleks, seperti pembayaran 
oleh pihak ketiga dan transaksi perdagangan. 
4) Murah. 
Transaksi hawala dan penyedia layanan sejenisnya 
mungkin saja murah tetapi hanya dalam koridor spesifik. 
Daya saing mereka tertinggi dimana pelanggan harus 
mengirim uang ke daerah-daerah dimana sistem perbankan 
tradisional dan transfer uang dalam jumlah yang besar sulit 
ditemukan serta mahal dan berisiko tinggi untuk beroperasi. 
Ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, biaya pengiriman 
uang melalui hawala sebenarnya tidak begitu kompetitif.57 
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5) Sistem Kepercayaan. 
Hawala sering didefinisikan sebagai sistem transfer uang 
berbasis kepercayaan. Daripada kepercayaan, hawaladar 
sebenarnya bergantung pada reputasi untuk pengiriman 
yang efektif. Pelanggan memilih hawaladar karena kinerja 
reputasi mereka dan reputasi ini dapat hilang ketika kinerja 
mereka keliru. Hawaladar adalah individu yang yang relatif 
dihormati dalam masyarakatnya karena keberhasilan bisnis 
mereka berdasarkan kinerjanya. 
6) Sistem bawah tanah. 
Di berbagai negara, hawaladar sebenarnya sangat terlihat 
dalam masyarakat yang mereka layani dan bahkan 
mengiklankan layanan mereka secara terbuka (meskipun 
mereka tidak diatur atau tidak berlisensi atau tidak 
terdaftar). 
7) Memiliki risiko yang tinggi. 
Risiko dari hawala tergantung pada profil risiko nasabah. 
Risiko terhadap transaksi hawala bisa berkurang jika 
layanan ini disediakan oleh entitas yang telah diatur atau 
transaksi yang bernilai rendah atas nama individu.58 





5. Sistem Kerja Hawala 
Hawala banking adalah sistem dimana uang dari pelanggan 
(pengirim) diterima oleh hawaladar A untuk tujuan membayar kepada 
pihak ketiga (penerima) di wilayah geografis lain. Hawaladar A 
kemudian berkomunikasi dengan hawaladar B di wilayah tujuan 
transfer untuk meminta dibayarkan sejumlah uang kepada individu 
yang diidentifikasi oleh pelanggan pertama. Komunikasi antara 
hawaladar dapat terjadi melalui telepon, faksmili atau internet. 
Hawaladar A memungut biaya pelanggan sekitar 5% dari persentase 
jumlah transfer. Kepercayaan adalah unsur yang paling penting dalam 
sistem perbankan informal. Tanpa adanya sikap saling percaya antara 
hawaladar dan pelanggan maka sistem hawala banking tidak bisa 
berjalan. Kemudian, hawaladar A telah menerima uang (dari pengirim) 
tanpa harus melakukan pembayaran dan hawaladar B telah 
melakukan pembayaran (ke penerima) tanpa menerima uang dari 
hawaladar A. Sementara itu, pengirim harus menerima begitu saja 
bahwa uang yang telah diserahkan kepada hawaladar A benar-benar 
akan dibayarkan ke penerima. Dengan kata lain, kepercayaan antara 
kedua hawaladar dan antara hawaladar dengan pelanggan mereka 
sangat penting.59 
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6. Alasan Digunakannya Sistem Hawala 
a. Pengiriman uang yang murah. 
Hawala tidak seperti bank yang memungut 25-50% dari jumlah 
pengiriman uang. Pelanggan umumnya mendapatkan nilai tukar 
yang lebih baik dari bank formal karena hawala beroperasi 
dengan pengeluaran tambahan yang lebih murah.60 
b. Pengiriman uang yang cepat. 
Hawala memiliki rekan dengan jaringan yang luas yang berlokasi 
di negara-negara tertentu. Pengiriman uang dapat diselesaikan 
dalam beberapa jam atau paling lambat dalam satu atau dua hari. 
Di lokasi yang sama, bank memakan waktu beberapa hari atau 
bahkan lebih lama di wilayah tertentu untuk mengirim wire 
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transfer61 internasional dan pengiriman uang internasional. Salah 
satu alasan pengiriman uang melalui hawala cepat karena 
hawaladar tidak mengalihkan uang tunai untuk setiap transaksi.  
c. Preferensi tradisional. 
Hawala dan penyedia layanan sejenisnya sudah ada untuk waktu 
yang lama di beberapa daerah di Asia Tengah, Asia Selatan dan 
Timur Tengah bahkan jauh sebelum perbankan modern mulai 
beroperasi. Sehingga dapat menjadi suatu tradisi budaya bagi 
masyarakat di daerah-daerah untuk mentransfer uang melalui 
sistem hawala tradisional. Di banyak negara maju, layanan 
tersebut digunakan oleh pendatang karena kemudahan 
membangun hubungan dan akses di antara hawaladar dengan 
pelanggan mereka karena mereka berbagi kebiasaan, gaya hidup 
dan bahasa yang sama.62 
d. Kurangnya akses perbankan dalam pengiriman uang di negara 
pengirim dan penerima. 
Banyak negara penerima dalam pengiriman uang memiliki sistem 
keuangan yang belum berkembang. Di negara-negara seperti itu, 
hawala memiliki kemampuan untuk mengirim uang ke lokasi yang 
jauh dimana layanan tersebut tidak diatur. Negara negara seperti 
Nepal, Pakistan atau beberapa negara di Afrika Utara dan Timur 
Tengah adalah contoh baik dari situasi tersebut. Hawala dan 
                                                             
61
 Menurut Bank Indonesia, wire transfer adalah pengiriman uang atau transfer 
uang antar bank untuk negara yang berbeda. 
62
 The Financial Action Task Force Report, op.cit., hlm. 17. 
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penyedia layanan sejenisnya sering menjadi satu-satunya layanan 
dimana uang dapat disalurkan di daerah konflik tertentu seperti di 
beberapa bagian Somalia dan Afghanistan. Transfer pengiriman 
uang ini adalah yang paling aman, termudah dan termurah untuk 
mentransfer uang di negara-negara tersebut. Selain itu, negara 
pengirim dalam pengiriman uang dimana akses perbankan lebih 
berkembang, hawala sering digunakan oleh imigran ilegal yang 
berada di negara-negara maju. Status imigran ilegal mereka 
membuatnya susah untuk mengakses bank dan penyedia jasa 
keuangan resmi lainnya. Mereka kemudian menggunakan layanan 
alternatif yang hemat biaya seperti penyedia layanan yang diatur 
untuk mengirimkan uang kepada keluarga mereka. Perlu digaris 
bawahi bahwa penduduk legal dan imigran legal juga 
menggunakan layanan ini untuk alasan lainnya.63 
e. Keyakinan yang tinggi terhadap Hawala dalam sistem perbankan. 
Hal ini berlaku di negara-negara dimana ada budaya yang kurang 
percaya terhadap bank khususnya di negara-negara dimana 
pelanggan memiliki pengalaman kehilangan deposito di masa lalu 
akibat kegagalan bank. Pengertian yang terbatas atau kebiasan 
dengan jasa keuangan tradisional karena kurangnya pengetahuan 
finansial mungkin menjadi alasan lain yang menjelaskan 
kurangnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang telah 
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diatur. Akhirnya, hambatan bahasa cenderung menjadi rintangan 
yang signifikan bagi populasi imigran. 
f. Menghindari kontrol mata uang dan sanksi internasional. 
Dalam beberapa keadaan tertentu, hawala telah digunakan untuk 
menghindari batasan-batasan yang berlaku untuk transaksi 
internasional seperti kontrol pertukaran mata uang atau sanksi 
internasional. Contoh menunjukkan bagaimana hawala digunakan 
untuk menghindari kontrol mata uang atau sanksi internasional 
yang akhirnya meningkatkan risiko pencucian uang dan 
pendanaan terorisme.64 
g. Menghindari pajak. 
Hawala digunakan untuk menghindari pajak karena adanya 
otoritas pajak untuk mengakses catatan yang disimpan di bank 
tetapi biasanya mereka tidak mencoba untuk melacak transaksi 
seperti hawala. Penggunaan jaringan komersial bisnis yang tidak 
diatur (bukan penyedia jasa keuangan resmi) mungkin 
menandakan niat yang mendasari untuk menyembunyikan dana 
yang ditransfer dengan tujuan menghindari pajak atau sanksi.65 
h. Mentransfer atau menyembunyikan penerimaan kriminal. 
Penjahat dianggap lebih suka menggunakan hawala dan penyedia 
layanan sejenisnya untuk mentransfer uang karena komitmen 







untuk prosedur Customer Due Diligence (CDD)66 yang dilakukan 
oleh beberapa hawaladar diyakini tidak begitu ketat dan 
mendalam seperti yang dilakukan oleh pihak bank dan lembaga 
keuangan resmi lainnya dan lebih kecil kemungkinannya untuk 
dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, jika 
pemegang dana haram memiliki akses ke hawala dan hawaladar 
bersedia untuk melayani mereka maka diperkirakan lebih muda 
untuk mentransfer uang hasil kriminal melalui layanan ini. Selain 
itu, hal yang cukup menantang untuk menelusuri uang hasil 
transaksi ini oleh pihak yang berwenang karena ketika catatan 
yang disimpan oleh hawaladar adalah palsu (identitas palsu 
pelanggan untuk menyelesaikan catatan bisnis yang sama sekali 
fiktif) membuat para kriminal sulit ditemukan oleh para penegak 
hukum.67 
7. Perkembangan Hawala 
Pada zaman dahulu, sistem transfer uang informal digunakan 
untuk pembiayaan perdagangan. Mereka diciptakan karena 
bahayanya berpergian dengan membawa emas dan bentuk lain dari 
jenis pembayaran pada rute-rute dimana bandit berkeliaran. Sistem 
lokal secara luas digunakan di Cina dan bagian lain dari Asia Timur 
dan secara menerus digunakan. Sistem lokal tersebut dikenal dengan 
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berbagai nama Fei ch’ien (Cina), Padala (Filipina), Hundi (India), Hui 
Kuan (Hongkong), dan Phei Kwan (Thailand). Saat ini sistem hawala 
(atau hundi) telah digunakan secara luas tetapi secara historis terkait 
dengan negara-negara di Asia Selatan dan Timur Tengah.68  
Saat ini, pengguna utama sistem hawala adalah anggota 
ekspatriat yang berimigrasi ke Eropa, wilayah Teluk Persia dan 
Amerika Utara dimana mereka mengirim uang ke keluarga mereka di 
India, Asia Tenggara, Afrika, Eropa Timur dan di tempat lain. Para 
pekerja eimigran telah membangkitkan dan mempunyai peran yang 
penting terhadap sistem ini. Hawala digunakan untuk transfer uang 
yang sah. Anonimitas dan dokumentasi yang minim membuat hawala 
menjadi rentan terhadap penyalahgunaan oleh individu dan kelompok 
yang ingin mentransfer uang untuk membiayai kegiatan ilegal. 
Faktor ekonomi dan budaya menjelaskan daya tarik dari 
sistem hawala. Hal ini lebih karena sistem hawala murah, cepat, dan 
lebih dapat diandalkan, nyaman dan kurang birokratis daripada sektor 
keuangan formal. Pungutan biaya yang dilakukan oleh hawaladar 
dalam transfer uang lebih rendah dibandingkan biaya yang dikenakan 
oleh bank dan perusahaan pengiriman uang lainnya. Hal itu karena 
minimnya biaya tambahan dan tidak adanya biaya regulasi kepada 
hawaladar yang juga sering mengoperasikan bisnis kecil lainnya. 
Untuk mendorong transfer valuta asing melalui sistem mereka, 
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hawaladar kadang membebaskan ekspatriat dari biaya pembayaran. 
Sebaliknya, hawaladar dilaporkan mengenakan biaya lebih tinggi bagi 
mereka yang menggunakan sistem hawala untuk menghindari 
pertukaran, modal, atau kontrol administratif. Biaya yang tinggi ini 
sering menutupi semua biaya hawaladar.69 
Sistem hawala lebih cepat dari sistem transfer keuangan 
formal. Karena kurangnya birokrasi dan kesederhaan mekanisme 
operasi; Instruksi diberikan kepada rekan hawaladar melalui telepon, 
faksmili atau email dan uang tersebut diantarkan dari pintu ke pintu 
dalam waktu 24 jam oleh hawaladar yang memiliki akses cepat ke 
desa-desa bahkan di daerah terpencil. Dokumentasi yang minim dan 
akuntasi merupakan syarat dari sistem ini ditambah manajemen yang 
sederhana dan kurangnya prosedur birokrasi membantu mengurangi 
waktu yang dibutuhkan untuk operasi transfer. 
Selain faktor ekonomi, kekerabatan, ikatan etnis dan 
hubungan pribadi antara hawaladar dan pekerja asing membuat 
sistem ini nyaman dan mudah digunakan. Jam fleksibel dan 
kedekatan hawaladar dihargai oleh masyarakat ekspatriat. Untuk 
mengakomodasi klien mereka, hawaladar dapat menginstruksikan 
kepada rekan-rekan hawaladar untuk memberikan uang kepada 
penerima sebelum ekspatriat atau pekerja asing melakukan 
pembayaran. Selain itu, pertimbangan budaya mendorong para 





pekerja asing untuk mengirimkan uang melalui sistem hawala dan 
pertimbangan tersebut juga berlaku untuk anggota keluarga di negara 
asal. Banyak masyarakat ekpastriat terkhusus laki-laki karena istri dan 
anggota keluarga lainnya tetap berada di dalam negeri karena adanya 
tradisi yang berlaku demikian. 70 
Tradisi ini memerlukan anggota keluarga, khususnya 
perempuan untuk mempertahankan kontak dengan dunia luar. 
Seorang hawaladar dipercaya telah dikenal di desa dan menyadari 
kode sosial, perantara yang diterima, melindungi wanita dari memiliki 
hubungan langsung dengan bank dan agen lainnya. Dengan 
demikian, sistem berbasis nasional, etnis dan solidaritas kampung 
halaman bergantung pada kepercayaan mutlak antara para pengguna 
hawala. 
Di sisi penerima, kebijakan keuangan yang represif dan 
lembaga perbankan yang tidak efesien dimana mereka sering tidak 
memiliki minat dalam bisnis pengiriman uang telah memberi kontribusi 
pada pengembangan sistem transfer uang informal. Selain kebijakan 
ekonomi yang berlaku ketat, situasi politik yang tidak stabil telah 
menawarkan lahan subur bagi pengembangan hawala dan sistem 
informal lainnya. Kebanyakan sistem transfer uang informal telah 
makmur di daerah yang sistem resminya tidak canggih dan daerah 
yang lagi tidak stabil keadannya. Mereka juga terus mengembangkan 





sistem ini di daerah yang pembangunan keuangannya lambat. Secara 
keseluruhan, pengembangan keuangan cenderung untuk memeriksa 
penyebaran sistem transfer uang informal meskipun sistem ini juga 
ada di negara-negara dengan keadaan finansial yang baik.71 
C. Terorisme 
1. Pengertian Terorisme 
Secara etimologi, perkataan ―terror‖ berasal dari bahasa Latin 
―terrere‖ yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam perkataan 
―to fright‖, yang dalam bahasa Indonesia berarti ―menakutkan‖ atau 
―mengerikan‖. Rumusan terorisme secara terminologis, sampai saat 
ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang 
merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-
undangan. 
Terorisme sebagai kata kerja adalah the use of violence, 
intimidation, to gain and end; especially, a system of government 
rulling by terror; penggunaan kekerasan, ancaman, dan sejenisnya 
untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan 
teristimewa sebagai suatu sistem pemerintahan yang ditegakkan 
dengan terror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka terrorize (-ized, 
izing) adalah, to fill with dread or terror, terrify, mengisi dengan 
ketakutan atau terror, mengerikan, menakutkan. To intimidate or 





coerce by terror or by threat of terror, mengancam atau memaksa 
dengan terror.72 
Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, 
kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme 
yang dikemukakan oleh beberapa lembaga maupun konvensi 
internasional, yaitu: 
1) International Convention for the Supression of Terrorist Bombings, 
1997. 
 Bagian konvensi yang mengarah pada pendefinisian terorisme 
terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) konvensi ini 
menegaskan: 
 “Setiap orang melakukan kejahatan dalam pengertian Konvensi ini 
jika orang tersebut secara melawan hukum dan secara sengaja 
mengirimkan, menempatkan, melepaskan atau meledakkan suatu 
bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam atau 
terhadap suatu tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, 
suatu sistem transportasi masyarakat atau suatu fasilitas 
infrastuktur: 
a) Dengan sengaja menyebabkan kematian atau luka-luka serius, 
atau 
b) Dengan sengaja menyebabkan kehancuran suatu tempat, 
fasilitas atau sistem, dimana kehancuran tersebut 
mengakibatkan kerugian ekonomi secara besar”.73 
 
2) International Convention for the Supression of the Financing of 
Terrorism, 1999. 
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 Pasal 2 ayat (1) konvensi ini juga hanya berisi narasi yang 
mengarah pada pendefinisian terorisme dengan menegaskan: 
 “Setiap orang melakukan kejahatan berdasarkan konvensi ini jika 
orang tersebut dengan segala cara, langsung atau tidak langsung, 
tidak sah menurut hukum dan secara sengaja, menyediakan atau 
mengumpulkan dana tersebut akan digunakan atau dalam 
sepengetahuan dana tersebut akan digunakan, sebagian atau 
seluruhnya, untuk melakukan: 
a) Suatu tindakan berkenaan dengan kejahatan dalam ruang 
lingkup dan sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu 
perjanjian-perjanjian internasional yang terdapat dalam annex; 
atau 
b) Setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan 
kematian atau luka fisik yang serius terhadap orang sipil atau 
kepada orang lain yang tidak mengambil bagian dalam 
permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, bilamana tujuan 
dan tindakan tersebut, menurut sifat atau konteksnya adalah 
untuk mengintimidasi penduduk, atau untuk memaksa 
pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau 
tidak melakukan suatu tindakan”.74 
 
3) US Central Inteligence Agency (CIA). 
 “Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan 
dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan 
untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing”.75 
 
4) US Federal Bureau of Investigation (FBI). 
 “Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau 
kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi 
sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk 
mencapai tujuan sosial atau politik”.76 
 
5) Black’s Law Dictionary. 
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 “Terorisme adalah kegiatan yang menggunakan ancaman yang 
memiliki unsur kekerasan untuk mengintimidasi atau 
menyebabkan panik khususnya dengan keinginan mempengaruhi 
tindakan politik”.77 
 
6) The Arab Convention on the Suppression of Terrorism, 1998. 
 “Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun 
motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda 
tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror 
di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau 
mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau 
bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta 
publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya, atau 
bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional”.78 
 
7) Treaty on Cooperation among the States members of the 
Commonwealth of independent States in Combating Terrorism, 
1999. 
 “Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman di 
bawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak 
keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh 
penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk: 
1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau 
orang yang dilindungi hukum; 
2. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta 
benda dan objek materiil lain sehingga membahayakan 
kehidupan orang lain; 
3. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya 
akibat yang membahayakan bagi masyarakat; 
4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat 
dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau 
sebagai pembalasan terhadap aktivis tersebut; 
5. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota 
organisasi internasional yang dilindungi secara internasional, 
begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang 
yang dilindungi secara internasional; 
                                                             
77
 Black’s Law Dictionary Fourth Pocket Edition, WEST: United States of America, 
2011. 
78




6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris di bawah 
perundang-undangan nasional atau instrumen legal yang diakui 
secara internasional yang bertujuan memerangi terorisme.”79 
 
8) Convention of the Organization of Islamic Conference on 
Combating International Terrorism, 1999. 
 ”Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan 
kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk 
menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif 
dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk 
mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, 
kehormatan,kebebasan, keamanan dan hak mereka untuk 
mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi 
atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, 
membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional atau 
mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau 
kedaulatan negara-negara yang merdeka”.80 
 
Instrumen internasional tentang terorisme terdiri atas tiga 
konvensi dan beberapa resolusi PBB. Ketiga konvensi tersebut 
adalah:81 
a. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pemboman 
oleh Teroris (International Convention for the Supression of 
Terrorist Bombing) tahun 1998. 
b. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan untuk 
Pendanaan Terorisme (International Convention for the 
Supression of the Financing of Terrorism) tahun 1999. 
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c. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1333 (2000) tanggal 
19 Desember 2000 tentang pencegahan suplai senjata atau 
kapal terbang atau kelengkapan untuk militer ke daerah 
Afganistan dan secara khusus tekanan kepada seluruh negara 
untuk melaksanakan pembekuan tanpa ditunda-tunda seluruh 
aset dan dana Osama bin Laden dan perorangan atau badan 
hukum yang berhubungan dengannya. 
d. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1568 (2001) tanggal 
12 September 2001 tentang pernyataan simpati PBB terhadap 
korban tragedi 11 September 2001 dan kesiapan untuk 
melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk merespon 
serangan teroris tanggal 11 September 2001.82 
e. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 (2001) dan 
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1438 (2002) yang 
menyatakan berlangsungkawa dan simpati PBB kepada 
pemerintah dan rakyat Indonesia, terhadap korban dan 
keluarganya, dan menegaskan kembali langkah-langkah untuk 
memberantas terorisme serta menyerukan kepada seluruh 
bangsa untuk bekerja sama membantu Indonesia dalam 
menemukan dan membawa pelakunya ke pengadilan.83 
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2. Karateristik Terorisme 
Menurut Terrorism Act 2000 UK bahwa terorisme 
mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan 
dengan ciri ciri: 
a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, 
kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan 
seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, 
menciptakan risiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik 
tertentu bagi publik atau didesain secara serius untuk campur 
tangan atau menganggu sistem elektronik; 
b. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi 
pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu 
dari publik; 
c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama 
atau ideologi; 
d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang 
melibatkan senjata api dan bahan peledak.84 
3. Bentuk-Bentuk Terorisme 
Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi 
penjelasan, di antaranya tipologi yang dirumuskan oleh ―National 
Advisory Committee” (Komisi Kejahatan Nasional Amerika) dalam The 
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Report of the Task Force of the on Disoders and Terrorism (1996), 
yang mengemukakan bentuk terorisme sebagai berikut: 
a. Terorisme politik, yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang 
guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi 
kepentingan politik. 
b. Terorisme nonpolitis, yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan 
dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya 
kejahatan terorganisasi. 
c. Quasi terorisme digambarkan dengan “dilakukan secara insidental, 
namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan 
pembayaran contohnya, dalam kasus pembajakan pesawat udara 
atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang 
tebusan daripada motivasi politik. 
d. Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris yang memiliki 
motif politik dan ideologi,namun lebih ditujukan dalam 
mengendalikan keadaan (negara). Contohnya adalah perbuatan 
teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam (vadetta-type 
executions). 
e. Terorisme negara atau pemerintahan, yakni suatu negara atau 
pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan 
ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakat.85 
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A. Lokasi Penelitian 
Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis memilih dua lokasi 
penelitian, yaitu: 
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau 
pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari konvensi, buku-
buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi. Data ini 
kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis 
penyalahgunaan praktik hawala banking oleh jaringan terorisme dan 
upaya pencegahannya dalam hukum internasional. 
 
2. Sumber Data 
Adapun data yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan judul 
skripsi ini. 
b. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
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c. Literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini. 
Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya 
baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy yang didapatkan 
secara langsung maupun hasil penelusuran dari internet. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik 
studi literatur (literature research), yang ditujukan untuk memperoleh 
bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan 
relevan dengan penelitian, yang bersumber dari konvensi-konvensi, buku-
buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya 
seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang 
relevan.  
Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh 
informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan 
konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai bentuk praktik 
penyalahgunaan hawala banking oleh jaringan terorisme dan pencegahan 
praktik penyalahgunaan hawala banking oleh jaringan terorisme dalam 
hukum internasional. 
D. Analisis Data 
 Penelitian ini adalah penelitian normatif, penulis menggunakan 
bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber 
dari buku-buku dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan judul 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perspektif Terhadap Pemakaian Sistem Hawala. 
Penulis memilki dua perspektif mengenai hawala dilihat dari tujuan 
penggunaan hawala itu sendiri yaitu hawala tujuan positif dan hawala 
tujuan negatif.  
1. Hawala Tujuan Positif 
Hawala tujuan positif (pure hawala) memiliki tujuan yang murni 
untuk pengiriman uang, menyalurkan bantuan kemanusiaan, 
pembayaran misalnya pembayaran uang kuliah, traveling ataupun 
rumah sakit dan tidak ada keterkaitan dengan tujuan kegiatan 
kriminal. Hawala dengan prinsip seperti ini sangat membantu bagi 
para imigran baik itu imigran legal ataupun ilegal, para kaum miskin 
atau menengah ke bawah dan organisasi-organisasi internasional 
yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan. Pada dasarnya 
hawala tidak jauh berbeda dengan layanan pengiriman yang 
ditawarkan oleh bank formal atau penyedia layanan transfer seperti 
Western Union atau Money Gram. Namun, ciri khas hawala yang 
berada pada ruang lingkup pengoperasian, biaya yang dikenakan, 
anonimitas, aksesibilitas, kepercayaan, budaya dan kecepatan 
transfer itu sendiri. Dimana ciri khas tersebut sangat menguntungkan 
bagi orang-orang khususnya imigran yang ingin mengirimkan uang 
atau melakukan suatu pembayaran. Jadi, hawala membantu imigran 
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mengirim uang jauh lebih mudah daripada menggunakan sektor 
formal.  
Ciri khas hawala dalam lingkup pengoperasian, hawala dapat 
mengirim uang ke daerah-daerah terpencil sekalipun yang dimana 
tidak tersentuh oleh sektor formal (sektor formal tidak memiliki cabang 
di daerah tersebut); Dalam biaya yang dikenakan dalam proses 
pengiriman uang, hawala mengenakan biaya yang sangat rendah 
sekitar 2%-5% bahkan tidak sama sekali tergantung dari negoisasi 
pelanggan dengan hawaladars sedangkan sektor formal seperti bank, 
Western Union dan Money Gram mengenakan biaya sekitar 10%-
20%, hawala juga fleksibel untuk digunakan dalam jumlah pengiriman 
uang dalam skala besar ataupun kecil sedangkan sektor fomal tidak 
dirancang untuk pengiriman uang dalam jumlah yang kecil sedangkan 
para imigran biasanya mengirim uang dengan jumlah yang kecil 
sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan hawala; 
Dalam lingkup anonimitas, hawala tidak memerlukan banyak dokumen 
identitas jika ingin menggunakan jasa hawala, sistem hawala tidak 
mensyaratkan pelanggannya membuka akun, tidak ada saldo 
minimum ataupun jumlah transfer minimal, berbeda dengan sektor 
formal yang mensyaratkan hal tersebut. Kemudian selain itu, hawala 
mencatat identitas nasabah hanya dengan sebuah kode yang hanya 
dimengerti oleh hawaladars dimana hal ini sangat membantu imigran 
ilegal menjaga statusnya dalam proses pengiriman uang; Dalam 
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lingkup aksesibilitas, hawala dapat beroperasi di segala kondisi, 
misalnya kondisi dimana suatu daerah tertimpa bencana, perang 
ataupun masalah keuangan (infrastruktur keuangannya masih 
terbelakang). Contohnya, saat gempa di Haiti, bank yang terdapat di 
haiti tidak buka sampai 23 Januari 2010 hampir sepuluh hari setelah 
gempa dan cara untuk mengirimkan dana hanya bisa melalui sektor 
informal seperti hawala dan di Kabul selama adanya rezim Taliban, 
hawala merupakan satu-satunya aktor keuangan yang aktif dan dapat 
diandalkan untuk pelayanan keuangan lokal, regional ataupun 
internasional. Jadi, organisasi-organisasi internasional yang ingin 
mengirimkan bantuan kemanusian dan bantuan pembangunan ke 
Afghanistan pasti menggunakan hawala; Dalam lingkup kepercayaan, 
keberhasilan dan keandalan yang dilakukan hawaladars dalam 
mengirimkan uang serta tingginya rasa kejujuran yang dimiliki 
hawaladars dan tingginya usaha yang dilakukan untuk menjaga 
reputasi usaha hawala mereka maka membuat masyarakat sangat 
percaya menggunakan hawala dalam proses pengiriman uang 
dibanding dengan sektor formal yang hanya berdasarkan kontrak 
yang memiliki kemungkinan kegagalan atau pencurian dalam proses 
transfer uang. Contohnya, di Pakistan ditemukan banyaknya korupsi 
di sistem perbankan formalnya karena banyaknya korupsi maka 
sering uang yang ditujukan untuk pengiriman hilang atau tidak sampai 
ditujuan karena dikorupsi ataupun mereka memakai wesel namun 
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kemungkinan dicuri oleh pos pun ada; Dalam lingkup budaya, hawala 
merupakan sistem yang digunakan selama berabad-abad dan 
memiliki kepekaan terhadap budaya di daerah mereka beroperasi 
sehingga jika terdapat masyarakat yang masih konservatif mereka 
percaya bahwa hawaladars merupakan orang terpercaya yang harus 
dihormati karena memahami adat istiadat sosial masyarakat, berbeda 
dengan sektor formal yang memandang rata para pelanggannya 
tanpa peduli budaya adat istiadat mereka; dan dalam lingkup 
kecepatan transfer, hawala bisa melakukan transfer uang hanya 
dengan waktu 1-2 hari saja sedangkan sektor formal melakukan 
transfer dengan waktu 1 minggu dan bisa lebih dari itu jika terdapat 
hari libur. 
Hawala dengan tujuan positif juga memiliki dampak ekonomi 
yang positif khususnya untuk negara-negara berkembang meskipun 
dampak negatif juga ada. 
a. Dampak Positif di Bidang Ekonomi 
48% imigran Pakistan melakukan pengiriman uang melalui 
hawala, diperkirakan 2,5 milyar USD mengalir ke Pakistan melalui 
pengiriman uang dengan sistem Hawala. Menurut perkiraan IMF 
tahun 2005 terutama di Asia, imigran dari Asia mentransfer uang 
sebesar 100 milyar per tahun untuk anggota keluarga mereka di 
negara asal melalui sistem keuangan formal. Selain itu, jumlah 
yang sama juga diperkirakan ditransfer dalam bentuk barang dan 
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uang tunai melalui hawala. Hawala memberikan banyak manfaat 
untuk imigran atau pekerja dengan pengasilan yang rendah. 
Pengiriman uang oleh imigran merupakan sumber penting 
untuk pendapatan negara khususnya di negara-negara 
berkembang. Pada tahun 2005, World Bank memperkirakan 
pengiriman uang untuk pengembangan negara dari pekerja di luar 
negeri sebesar USD 126 milyar pada tahun 2004, dimana jumlah 
itu dua kali lipat dari Jumlah Bantuan Pembangunan Resmi 
(Official Development Assistance) yang diberikan oleh 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD)86. Pengiriman uang baik itu dari sektor formal maupun 
informal seperti hawala sangat penting bagi perekomonian 
nasional dan rumah tangga yang merupakan sarana untuk keluar 
dari kemiskinan. United Nations Development Programme (UNDP) 
pada tahun 2005 mengeksplorasi potensi peranan dari pengiriman 
uang untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs) 
yaitu tujuan untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan ternyata 
pengiriman uang ke negara-negara berkembang dapat memainkan 
peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. 
b. Dampak Negatif di Bidang Ekonomi 
                                                             
86
 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah 
organisasi ekonomi internasional yang didirikan pada tahun 1961 dan memiliki anggota 
sebanyak 34 negara di dunia Tujuan dari OECD adalah mempromosikan kebijakan yang 
akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat di seluruh dunia. 
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  Hawala sebagai sistem transfer uang informal ternyata 
memiliki dampak negatif baik itu langsung ataupun tidak langsung 
kepada makroekonomi untuk kegiatan keuangan, kinerja fiskal serta 
efek buruk pada neraca pembayaran.87 
 Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu adanya dampak 
potensial terhadap rekening moneter negara-negara yang 
melakukan transaksi melalu hawala. Seperti yang telah dijelaskan 
di dalam bab 2, hawala merupakan sistem yang tidak terdaftar 
secara resmi sehingga akibatnya pengiriman dana dari satu 
negara ke negara lain tidak tercatat sebagai peningkatan aset luar 
negeri negara penerima berbeda dengan pengiriman di sektor 
formal yang sudah pasti tercatat. Dengan demikian transaksi 
melalui hawala dapat mempengaruhi jumlah dan nilai uang yang 
beredar di negara penerima atau bisa dikatakan transaksi melalui 
hawala cenderung meningkatkan jumlah dan nilai uang yang 
beredar di suatu negara tanpa disadari oleh pemerintah. 
Selain dampak di atas, hawala juga memiliki dampak fiskal 
bagi negara pengirim dan penerima karena tidak adanya pajak 
yang dibayar saat melakukan transaksi hawala karena tidak 
adanya pajak/bea yang dibayar pada transaksi hawala maka 
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pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 
penghasilan dari pajak, kehilangan pendapatan nasional yang 
ditujukan untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. 
Berbeda halnya dengan sektor formal, jika melakukan 
transaksi melalui sektor formal biaya pengiriman telah termasuk 
dengan pajak. Hal itu yang menyebabkan biaya pengiriman yang 
dikenakan sektor formal jauh lebih mahal dari hawala yang 
cenderung murah. 
Dampak penyalahgunaan hawala terhadap keuangan 
internasional yaitu dampak pada regulasi keuangan dan kebijakan 
moneter. Pada prinsipnya, sistem pengiriman uang informal 
cenderung mengurangi efektivitas instrumen tradisional kebijakan 
moneter dalam membuatnya lebih sulit untuk menilai kebutuhan 
untuk keseimbangan uang dalam perekonomian dan reaksi 
terhadap perubahan harga. Selain itu, hawala menghambat 
pengawasan uang dan arus modal dan usaha untuk melawan 
praktek-praktek keuangan yang ilegal.  
Tantangan untuk efektvitas kebijakan moneter karena tidak 
adanya data resmi sehingga mengalami kesulitan dalam 
memantau uang dan modal yang mengalir, memperlemah 
integritas dan kesehatan sistem keuangan, reputasi negatif dan 
hilangnya kepercayaan mengurangi peluang global yang sah untuk 
negara (berkurangnya investasi). Selain itu, terdapat pula efek 
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tidak langsung pada kebijakan moneter karena mempengaruhi 
permintaan dan penawaran mata uang asing. 
Hawala merupakan sistem transfer yang dianggap melarikan 
diri dari prosedur formal pemerintah nasional dan lembaga 
internasional karena tidak tercatat di dalam neraca pembayaran 
negara tersebut sehingga akan menyulitkan lembaga internasional 
untuk mendata secara akurat neraca pembayaran negara-negara 
di dunia. 
2. Hawala Tujuan Negatif 
Hawala dengan tujuan negatif (criminal hawala) merupakan 
hawala yang tidak dapat dibenarkan dan harus dikriminalisasi. Hawala 
dengan prinsip seperti ini memiliki tujuan untuk menghindari pajak, 
menghindari kurs mata uang yang tinggi, perdagangan narkoba, 
pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hawala dengan tujuan 
negatif khususnya pendanaan terorisme memiliki dampak di bidang 
ekonomi, sosial, keamanan internasional dan pada keberlangsungan 
hawala itu sendiri (pure hawala). Dikhawatirkan jika hawala dengan 
tujuan negatif terus eksis maka akan mempersulit dan menyebabkan 
akibat yang buruk kepada pure hawala, takutnya akan ada 
generalisasi bahwa semua hawala digunakan untuk kejahatan 
padahal tidak semua hawala seperti itu. Oleh karena itu, perlu 
peraturan yang ketat untuk mencegah adanya praktik hawala dengan 
tujuan negatif khususnya dalam hal pendanaan terorisme mengingat 
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terorisme sekarang merupakan masalah global yang mengecam dunia 
semenjak kejadian 9/11. 
B. Bentuk Penyalahgunaan Praktik Hawala Banking yang Dilakukan 
oleh Jaringan Terorisme. 
1. Pendanaan Terorisme sebagai Bentuk Penyalahgunaan Praktik 
Hawala Banking yang Dilakukan oleh Jaringan Terorisme.  
Bentuk penyalahgunaan yang paling sering digunakan oleh 
terorisme melalui praktik hawala banking adalah pendanaan terorisme. 
Hal ini berawal ketika serangan Al-Qaeda di Amerika Serikat pada 11 
September. Osama bin Laden dan Al-Qaeda merupakan mesin 
keuangan transnasional dimana sebagian besar dananya berasal dari 
bisnis yang sah. Sumber dana Al-Qaeda juga berasal dari pendukung 
simpatik dan dari kegiatan kriminal dalam lingkup besar. Jika dilihat 
dari jenis-jenis hawala pada bab 2 maka jenis hawala yang membantu 
Al-Qaeda dalam menyalurkan dananya adalah jenis kriminal hawala. 
Kriminal hawala  merupakan layanan hawala yang menjadi bagian dari 
suatu tindakan kejahatan dimana kriminal hawala turut membantu para 
kriminal untuk melakukan kegiatan kriminal. Contohnya, jaringan 
hawala Al-Barakaat yang membantu pendanaan dan menyalurkan 
dana untuk aksi teror oleh Al-Qaeda di Amerika Serikat pada kejadian 
9/11. Selain itu kriminal hawala ditandai dengan pengiriman uang 
dalam jumlah yang besar ke negara-negara yang infrastuktur 
keuangannya sudah maju (negara maju) ataupun negara yang 
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infrastruktur keuangannya masih terbelakang (negara berkembang). 
Contoh pengiriman uang ke negara maju misalnya, jaringan hawala Al-
Barakaat di Somalia mengirim dana ke Amerika Serikat untuk Al-
Qaeda dalam menjalankan aksi teror 9/11 sedangkan contoh untuk 
negara berkembang seperti pengiriman uang kepada teroris di 
Kashmir. 
Selain itu, jika dilihat dari karateristik hawala yang tidak berlisensi 
maka sangat rentan akan disalahgunakan untuk kegiatan kriminal 
bukan cuma untuk pendanaan terorisme tetapi bisa juga untuk 
kejahatan pencucian uang. Dengan tidak adanya lisensi maka hawala 
tidak berada di bawah pengawasan pemerintah sehingga akan sulit 
bagi pemerintah untuk melacak aliran uang yang dilakukan melalui 
hawala. Hal itu membuat kejahatan pendanan terorisme seperti yang 
dilakukan oleh Al-Barakaat sulit dilacak.  
Dari hal tersebut diyakini bahwa hawala memang memiliki 
keterkaitan dengan terorisme baik itu langsung maupun tidak 
langsung. Dalam bentuk-bentuk terorisme yang dijelaskan pada bab 2 
dapat disimpulkan bahwa hawala memiliki keterkaitan dengan 
terorisme politik dan terorisme negara atau pemerintahan. 
Hawala memiliki keterkaitan dengan terorisme politik yang dalam 
hal ini teroris di Kashmir. Teroris di Kashmir tergolong sebagai teroris 
politik karena aksi teror yang dilakukan guna untuk kepentingan politik 
dalam hal ini perebutan wilayah Kashmir oleh India dan Pakistan. 
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Untuk mendukung aksi teror di Kashmir, Organisasi Negara Islam 
(Organization of Islamic Countries/OIC) menggunakan hawala untuk 
menyalurkan dana mereka kepada kelompok-kelompok teroris di 
Kashmir. Selain itu, hawala juga memiliki keterkaitan dengan Al-Qaeda 
yang menurut penulis juga merupakan teroris politik dimana Al-Qaeda 
memiliki kepentingan politik untuk memurnikan ajaran Islam hingga 
kembali seperti pada zaman generasi Nabi Muhammad yang dilakukan 
dengan cara ekstrim seperti jihad dan penggunaan kekerasan 
terhadap masyarakat sipil. Dalam membantu aksi mereka itu, Al-
Barakaat mempunyai peran yang penting dalam membantu 
mengumpulkan dan menyalurkan dana ke Al-Qaeda melalui hawala. 
Hawala tidak saja terlibat dalam terorisme politik tetapi juga terlibat 
dalam terorisme negara atau pemerintahan seperti Taliban. Taliban 
merupakan organisasi terorisme yang tujuannya menggerakkan 
pemerintahan suatu negara dalam hal ini Afghanistan. Taliban dalam 
mendanai aksi mereka melakukan bisnis perdagangan opium dimana 
perdagangan opium di Afganistan sekitar 800 juta USD disalurkan 
melalui hawala. 
Kemudian, pendanaan untuk teroris adalah hal yang paling 
substansial untuk teroris dalam menjalankan misinya. Dana itu sendiri 
diperoleh teroris dari berbagai cara. Berikut akan dijelaskan sumber 
dana yang diperoleh oleh teroris dan bagaimana relevansi hawala 
dalam pendanaan terorisme itu sendiri serta beberapa kasus yang 
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terkait dengan hawala sebagai sarana mengalirkan dana untuk 
jaringan terorisme. 
a. Sumber Dana 
1) Donasi dan Amal 
Donasi dan amal merupakan hal yang sah di berbagai 
negara,  namun yang menjadi masalah adalah ketika tujuan dari 
donasi dan amal tersebut untuk kegiatan ilegal seperti 
pendanaan terorisme. Jaringan terorisme menggunakan badan 
amal untuk memobilisasi sumber daya keuangan mereka untuk 
melakukan aksi terror. Hal ini bisa dilihat dalam kasus Enaam 
Arnaout. Arnout bertugas di suatu organisasi yang dikenal 
dengan Maktab al Khidamat yang dijalankan oleh Sheikh 
Abdullah Azzam dan Osama bin Laden dengan tujuan 
memberikan dukungan logistik kepada Mujahidin (pejuang suci) 
yang melawan Uni Soviet di Afghanistan.
88
 Organisasi tersebut 
menghimpun amal di selatan Asia Timur. Ada pula dikenal 
organisasi Islam yang bernama Islam International Relief 
Organization (IIRO) yang ternyata mendukung operasi teroris 
lokal di seluruh Asia Tenggara. IIRO memiliki badan khusus 
dalam organisasinya untuk mengumpulkan amal untuk kegiatan 
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Empirical Results, Economic of Security Working Paper 52,  Berlin: Economics of 
Security, 2011, hlm. 6. 
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teroris yang diberi nama International Relations and Information 
Center (IRIC). 
2) Kontribusi Individual 
Pendanaan terorisme juga datang dari donor swasta, 
salah satu yang terkenal yaitu Mr. Al Rajhi and keluarganya89 
dimana mereka merupakan pendonor utama untuk kegiatan 
amal umat Islam yang dicurigai sebagai bentuk pendanaan 
terorisme oleh CIA dan Departemen Kehakiman AS.  
3) Sponsor Negara 
Afghanistan dan Sudan adalah contoh negara yang 
mensponsori kelompok terorisme dalam hal ini Al-Qaeda. 
Sebagian besar perusahaan dan bank yang digunakan oleh Bin 
Laden berada di Khortum (Sudan) seperti Faisal Islamic Bank, 
International Ladin, Taba Investmen Co. Ltd, Al Themar Al 
Mubaraka, Al Qudarat dan Islamic Bank Al Shama telah 
mensponsori aksi teror yang dilakukan oleh Al-Qaeda.90 Untuk 
menyalurkan dana yang berasal dari negara sponsor, Al-Qaeda 
membuka fasilitas keuangan dengan jalur khusus91 seperti 
hawala untuk memudahkan transaksinya.  
4) Keuntungan dari Bisnis Legal 
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 Douglas Farah, Transnational Organized Crime, Terrorism, and Criminalized 
States In Latin America: An Emerging Tier-One National Security Priority, USA: Strategic 
Studies Institute, 2012, hlm. 17. 
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Dalam banyak kasus, kelompok terorisme membangun 
sebuah bisnis baik untuk membiayai pendanaan teror mereka 
ataupun untuk menyediakan lapangan kerja bagi para 
anggotanya. Misalnya, Al-Qaeda memiliki bisnis sendiri untuk 
pendanaan terorisme mereka, seperti Al Hiraj sebuah 
perusahaan peternakan burung unta dan kapal udang di Kenya, 
sebuah usaha pertanian di Tajikistan, As-Shamil Islamic Bank 
sebuah bank di Timur Tengah92 dan Al-Barakaat perusahaan 
penyedia jasa internet dan telekomunikasi di Somalia. 
Perusahaan-perusahaan itu dipercaya untuk melindungi 
identitas dari Al-Qaeda sendiri. Salah satu cara untuk 
melindungi identitas Al-Qaeda yaitu ketika perusahaan-
perusahaan ini (kecuali perusahaan bank) ingin mengirimkan 
dana kepada teroris Al-Qaeda mereka menggunakan hawala 
(hawala tidak mempersyaratkan identitas yang jelas). Al-
Barakaat adalah contoh jelas dimana selain berbisnis dalam 
bidang internet dan telekomunikasi, Al-Barakaat juga 
menyediakan sistem pengiriman uang hawala untuk 
memudahkannya mengirim dana ke Al-Qaeda.  
5) Keuntungan dari Usaha Kriminal 
a) Perdagangan Narkoba 
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Salah satu sumber utama dalam pendanaan terorisme 
adalah perdagangan narkoba. Teroris diketahui telah lama 
melakukan aktivitas perdagangan narkoba sejak tahun 1970-
an.93 Kelompok-kelompok terorisme yang melakukan 
perdagangan narkoba di tahun 70an yaitu FARC, Basque 
Fatherland dan Liberty (Euzkadi Ta Askatasuna–ETA). 
Modern ini, kelompok teroris Al-Qaeda juga melakukan 
usaha perdagangan narkoba di wilayah Pakistan dan 
Afghanistan serta perdagangan opium dan heroin di 
Tajikistan.  
b) Penyelundupan Minyak 
Bisnis ilegal lain yang merupakan pemasukan terbesar 
dalam pendanaan terorisme adalah penyelundupan minyak 
di wilayah yang rentan akan teror, kejahatan dan memiliki 
sistem ekonomi yang lemah.
94
 Penyelundupan minyak paling 
sering dilakukan di Thailand, Cina, Rusia, Kamboja, Iran dan 
Tanzania.  
c) Perdagangan Berlian 
Bisnis ilegal lainnya yang biasa dilakukan teroris untuk 
pendanaan mereka adalah perdagangan berlian.95 Al-Qaeda 
dalam hal ini melakukan perdagangan berlian di Liberia 
dalam bisnis berlian Afrika. Diketahui bahwa berlian yang 









diperoleh oleh Al-Qaeda merupakan berlian yang dibeli dari 
kelompok pemberontak di Afrika. 
b. Relevansi Hawala Banking dengan Pendanaan Terorisme 
Pertama, hawala membantu teroris untuk menyalurkan atau 
memindahkan atau mentransfer dana. Jaringan terorisme 
membutuhkan dana untuk beroperasi dan dana yang diperoleh 
untuk beroperasi didapat dari berbagai sumber, jika sumber dana 
diperoleh dari hasil bisnis legal atau sponsor negara biasanya 
disalurkan melalui Citibank (kasus Al-Qaeda)96 sedangkan apabila 
sumber dananya diperoleh melalui bisnis kriminal dari perdagangan 
narkoba, penyelundupan minyak dan perdagangan berlian, 
dananya disalurkan atau dipindahkan melalui hawala. Hawala 
sangat efektif dalam mentransfer dana ke teroris baik dalam jumlah 
besar ataupun kecil. Hawala bisa dibilang salah satu hal yang 
penting dalam membantu teroris untuk menjalankan aksi terornya 
tanpa adanya hawala, teroris akan kesulitan untuk mentransfer 
uang berjumlah besar ke rekan lainnya. Contohnya, teroris 
Kashmir, diketahui sekitar 90–95% dari dana teroris mereka 
disalurkan melalui sistem hawala.
97
 Persentase ini menegaskan 
betapa pentingnya hawala dalam pendanaan terorisme. 
Kedua, hawala membantu menyediakan dana untuk teroris. 
Setelah peristiwa 9/11, Amerika menuduh bahwa Al-Qaeda 
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menggunakan hawala untuk mentransfer dana untuk rekannya di 
Amerika demi melaksanakan aksi terror 9/11. Sistem hawala yang 
akhirnya diketahui itu bernama Al-Barakaat. Selain membantu 
mentransfer dana, Al-Barakaat ternyata turut membantu 
menghimpun dan menggalang dana untuk Al-Qaeda.98 
c. Kasus 
Berikut sejumlah kasus mengenai jaringan terorisme yang 
menggunakan hawala dalam mentransfer dana untuk aksi terror 
mereka. 
1) Kashmir 
Kashmir adalah wilayah utama dalam menggunakan 
sistem hawala. Banyak teroris di Kashmir yang menggunakan 
perbankan bawah tanah dimana hawala termasuk salah 
satunya. Di Kashmir, hawala adalah satu satu saluran yang 
paling efektif dalam pendanaan terorisme. Diperkirakan sekitar 
90–95% dana teroris di Kashmir datang melalui hawala.99 
Hawala juga digunakan oleh Organisasi Negara Islam 
(Organization of Islamic Countries/OIC) untuk mengirim dana ke 
kelompok – kelompok teroris di Jammu dan Kashmir. Sistem 
hawala ini dapat ditemukan di sepanjang jalan dari negara-
negara OIC sampai Delhi, Mumbai dan tempat–tempat lain di 
India. 
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Al–Barakaat adalah sebuah organisasi di Somalia yang 
mempunyai cabang di Eropa dan Amerika Utara. Al-Barakaat 
berdiri pada tahun 1989 dan memiliki cabang di 40 negara. 
Terdapat 60 kantor di Somalia dan 127 kantor di negara-negara 
lain Selain menjalankan bisnis pengiriman uang (hawala), Al–
Barakaat juga merupakan perusahaan utama di bidang 
telekomunikasi, layanan pertukaran valas dan penyedia 
program jasa internet di Somalia. Jaringan Al-Barakaat 
dipercaya oleh Amerika Serikat merupakan pendukung finansial 
Al–Qaeda dan oleh karena itu Al–Barakaat telah dimasukkan ke 
dalam daftar hitam dan dialihkan oleh Komite Sanksi Dewan 
Keamanan PBB ke dalam hukum internasional.100 Amerika 
Serikat percaya bahwa hawala memiliki peran utama dalam 
pendanaan terorisme pasca kejadian 9/11. Sistem hawala Al–
Barakaat diketahui merupakan sebuah perusahaan pengiriman 
uang di Somalia yang digunakan untuk meningkatkan, 
mengelola, berinvestasi dan mendistribusikan dana untuk Al–
Qaeda. Menurut artikel di New York Times, Departemen 
Keuangan Amerika Serikat dan direktur Ancaman Transnasional 
di Dewan Keamanan Nasional AS menyebutkan bahwa Al-
Qaeda melakukan pengiriman uang melalui sistem bawah tanah 
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yaitu hawala untuk pendanaan aksi mereka yang dikenal 
dengan Al-Barakaat. Al-Barakaat selanjutnya dituduh 
menyediakan alat-alat yang mendukung aksi teroris seperti 
layanan internet dan komunikasi telepon, lalu Al-Barakaat juga 
mengatur pembelian senjata untuk aksi teror Al-Qaeda. 
Menurut Pemerintah Amerika Serikat, Al–Barakaat telah 
menyalurkan dana sebanyak US $ 15 juta–US $ 20 juta untuk 
Al–Qaeda tiap tahun.101 Kemudian, setelah kasus 9/11 Office of 
Foreign Assets Control (OFAC) membekukan US $ 1.900.000 
pada tanggal 7 November 2001. OFAC juga bekerja sama 
dengan pihak yang berwenang di Timur Tengah untuk 
membantu memblokir aset Al-Barakaat. Amerika Serikat 
kemudian menangkap Mohamed Hussein karena dianggap 
bersalah menjalankan bisnis penyedia jasa keuangan seperti 
hawala tanpa izin dan dijatuhi hukuman satu setengah tahun 
penjara. Tidak lama setelah pembekuan dan penutupan 
jaringan hawala Al-Barakaat terjadi keluhan internasional 
terhadap tindakan tesebut. Hal itu karena Al-Barakaat 
merupakan satu-satunya penyedia jasa keuangan terbesar di 
Somalia dan satu-satunya penyedia jasa layanan internet di 
Somalia. Al-Barakaat juga merupakan satu-satunya cara untuk 
mentransfer uang bagi penduduk Somalia di Amerika ke 
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keluarga mereka yang berada di tempat pengungsian di 
Somalia. Akibatnya, tindakan penutupan Al-Barakaat oleh 
Amerika Serikat hanya membuat keadaan jauh lebih sulit untuk 
Somalia dan imigran lainnya untuk mengirim uang ke keluarga 
mereka di Afrika yang pada dasarnya masih dalam status 
ekonomi lemah. Terlebih lagi Somalia sangat bergantung pada 
pengiriman uang untuk sebagian besar dari pendapatan negara. 
Oleh karena itu meskipun Al–Barakaat secara efektif 
ditutup oleh Amerika dengan membekukan asetnya namun 
perusahaan pengiriman uang lainnya yang juga menjalankan 
sistem hawala dengan cepat menggantikan posisi Al-Barakaat 
di Amerika Serikat.102 
3) Taliban 
Pada tahun 2007 Afghanistan telah menghasilkan 87% 
suplai opium di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, 
Afghanistan telah dianggap sebagai pemimpin dunia di dalam 
bidang narkotika. Melihat hal itu Taliban menggunakan opium 
untuk memenuhi kepentingan mereka. Pada tahun 1996 sampai 
2000, Taliban menguasai wilayah yang memproduksi 15.000 
opium dan diekspor yang pada saat itu merupakan satu-satunya 
sumber devisa untuk rezim Taliban. Perdagangan opium di 
Afghanistan diperkirakan sekitar 800 juta USD disetor melalui 
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hawala setiap tahun di Helmand (Afghanistan Selatan) dan 
berada pada kisaran 300-500 juta di Herat (Afghanistan Barat). 
Meskipun tidak ada bukti konkrit mengenai Taliban memakai 
hawala tapi jika dilihat dari kondisi Afghanistan yang sebagaian 
besar penduduknya memakai hawala dan perkiraan yang besar 
akan perdagangan opium yang disetor melalui hawala maka 
ada kemungkinan bahwa Taliban juga menggunakan hawala 
untuk perdagangan opium guna mendanai aksi teror mereka. 
4) Kasus Terorisme Lainnya 
Hawala juga sering digunakan oleh jaringan terorisme 
lainnya. Beberapa jaringan terorisme tersebut diketahui 
merupakan “teroris Islam” yang memerangi Israel seperti teroris 
Hamas dan Hizbullah.103 Biasanya mereka menggunakan 
sistem yang sama (dalam hal ini hawala) untuk mengumpulkan 
uang dan memindahkan uang mereka. Selain teroris Islam 
tersebut, para pemberontak seperti Kurdistan Worker’s Party 
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2. Faktor-Faktor Penyebab Hawala Banking Disalahgunakan untuk 
Pendanaan Terorisme 
a. Hawala tidak Mengisyaratkan Adanya Identitas yang Jelas 
Hawala merupakan sistem alternatif pengiriman uang yang 
sangat efesien dan tidak rumit. Hawala tidak seperti bank atau 
badan penyedia jasa keuangan lainnya, hawala tidak memerlukan 
identitas yang jelas dari pelanggannya, bisa dikatakan bahwa 
hawala memberikan privasi kepada pelanggannya. Hawala juga 
memberikan anonimitas untuk menyembunyikan identitas imigran 
ilegal.104 Karena sistem hawala memberikan privasi105 dan 
anonimitas, akibatnya hawala sering disalahgunakan untuk 
pendanaan terorisme. Tentu saja hal tersebut merupakan hal yang 
sangat menguntungkan bagi teroris, teroris bisa saja memalsukan 
identitas mereka untuk mentransfer dana mereka dengan tujuan 
melindungi transaksi mereka
106
 agar tidak ketahuan dan tidak 
mudah dilacak oleh para penegak hukum. 
b. Hawala tidak Teregistrasi Resmi ke Badan Pemerintahan 
Di negara seperti India, hawala merupakan hal yang ilegal 
dimana usaha hawala yang mereka jalankan tidak didaftarkan 
kepada pemerintah. Meskipun ilegal, hawala tetap merajalela di 
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India karena tingginya permintaan dari para masyarakat. Begitupula 
halnya dengan Uni Emirat Arab, Uni Emirat Arab merupakan salah 
satu negara dengan pengguna jasa hawala terbanyak semenjak 
tingginya jumlah ekspatriat di negara tersebut.107. Oleh karena tidak 
terdaftar akan sulit bagi pemerintah untuk melacak jumlah uang 
yang masuk dan keluar dari negara tersebut. Hawala sebagai 
usaha yang tidak terdaftar merupakan sasaran empuk bagi teroris 
karena hal itu akan melancarkan transaksi pengiriman uang untuk 
pendanaan terorisme mereka. Dengan tidak terdaftarnya hawala 
maka akan membuat catatan transaksi para teroris sulit untuk 
dilacak. 
c. Sedikitnya Koneksi ke Bank Formal 
Negara–negara konflik seperti Afghanistan108 dan Iran109 
merupakan negara dengan pembangunan infrastruktur keuangan 
yang masih tertinggal. Jika diperhatikan seksama, negara–negara 
konflik seperti di atas merupakan negara dengan sarang terorisme. 
Kurangnya infrastruktur keuangan membuat hawala satu–satunya 
jalan untuk melaksanakan transaksi pengiriman uang baik itu 
transaksi pengiriman uang murni untuk warga sipil ataupun 
pendanaan terorisme di negara konflik tersebut. 
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3. Dampak dari Penyalahgunaan Hawala Banking untuk Pendanaan 
Terorisme 
a. Dampak Ekonomi 
Dampak terhadap ekonomi makro yaitu aliran devisa yang 
mengalir dari para pekerja di luar negeri. Devisa merupakan 
semua benda yang dapat digunakan untuk transaksi pembayaran 
luar negeri yang diterima dan diakui oleh dunia internasional. 
Kiriman valuta asing dari para pekerja di luar negeri termasuk 
salah satu sumber devisa. Jumlah tenaga kerja di luar negeri 
apabila cukup banyak maka dapat memberikan sumbangan 
devisa yang cukup besar untuk negara, hal tersebut dapat dilihat 
dari kegiatan pengiriman uang asing dari pekerja yang bekerja di 
luar negeri untuk keluarganya yang berada di dalam negeri. 
Devisa merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang 
sangat berguna khususnya untuk negara berkembang dalam 
pembangunan ekonomi mereka. Arus pengiriman uang 
merupakan sumber pemasukan terbesar kedua setelah investasi 
asing untuk negara-negara berkembang. Contohnya, Amerika 
Latin diperkirakan menerima uang sebesar US $ 18 milyar dari 
pekerja mereka di Amerika Serikat pada tahun 2001. Meskipun 
demikian tidak semua pengiriman uang dilakukan melalui sektor 
formal ada juga yang melalui sektor informal seperti hawala. Di 
Bangladesh International Labour Organization (ILO) menemukan 
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bahwa 40% dari pengiriman uang dilakukan melalui hundi/hawala. 
Di India meskipun hawala telah dianggap ilegal tetapi diperkirakan 
sekitar 50% dari sektor perekonomian menggunakan hawala 
untuk memindahkan dana. Pada dasarnya hawala memiliki 
dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan suatu negara 
khususnya negara-negara berkembang dalam pembangunan 
ekonomi mereka sayangnya ketika hawala sering disalahgunakan 
untuk pendanaan terorisme lalu akhirnya dilarang beroperasi 
pasca 9/11 maka akan menimbulkan dampak yang buruk 
terhadap negara-negara berkembang yang sangat bergantung 
dengan hawala dalam proses pengiriman uang. Otomatis, 
pendapatan negara dari sektor pengiriman uang dari pekerja 
mereka di luar negeri akan terhambat dan akan menimbulkan 
dampak terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara 
tersebut. 
b. Dampak Sosial 
Semenjak banyaknya kasus penyalahgunaan hawala untuk 
pendanaan terorisme, imigran dan masyarakat di negara-negara 
berkembang kewalahan dalam melakukan transaksi pengiriman 
uang dan mengalami diskriminasi oleh negara maju. Sangat sulit 
bagi mereka untuk berpindah ke sektor formal dalam pengiriman 
uang terutama imigran ilegal. Hal ini dikarenakan pemakaian 
hawala sudah menjadi budaya mereka dan umumnya jenis 
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masyarakat seperti itu sangat memegang teguh budaya mereka, 
jika mereka mulai menggunakan sektor formal maka akan dianggap 
melenceng dari budaya mereka. Bukan cuma faktor budaya yang 
memberatkan mereka, namun kepercayaan pada sektor formal. 
Pengguna hawala tidak mempercayai sektor formal karena ada 
kemungkinan hilangnya uang saat pengiriman ataupun korupsi di 
sektor formal yang membuat uang yang mereka kirimkan tidak 
sampai ke tujuan. Lagipula, menurut Islam dimana para pengguna 
hawala kebanyakan beragama Islam, sangat menjunjung tinggi 
kepercayaan sehingga mereka lebih percaya pada hawaladars 
yang menjalankan bisnis atas dasar kepercayaan daripada sektor 
formal yang berdasarkan kontrak. Selain itu, di Amerika imigran 
seperti didiskriminasi atau dipersulit untuk membuka rekening bank 
semenjak banyaknya kasus imigran yang berbuat kejahatan di 
Amerika seperti terorisme. 
C. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Praktik Hawala Banking oleh 
Jaringan Terorisme dalam Hukum Internasional 
Upaya hukum internasional dalam menyikapi masalah 
penyalahgunaan hawala untuk pendanaan terorisme sebenarnya sudah 
cukup untuk mengatasi masalah ini, namun kurangnya kebijakan nasional 
dari setiap-setiap negara membuat upaya yang dilakukan masih belum 
efektif. Padahal, upaya hukum internasional sudah mencakup upaya 
preventif dan represif. United Nations (UN) telah mengeluarkan 
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International Convention for The Suppression of The Financing Terrorism 
pada tahun 1999 dan sebuah upaya preventif melalui badan khususnya 
United Nations Office on Drugs and Crime bekerjasama dengan 
International Monetary Fund (IMF) membuat Model Legislation on Money 
Laundering and Financing of Terrorism pada tahun 2005.  Selain bekerja 
sama dengan UN, IMF juga bekerjasama dengan World Bank untuk 
mencegah sistem transfer informal seperti hawala disalahgunakan untuk 
pendanaan terorisme. Keduanya membuat sebuah rencana kebijakan 
yang disebut Approaches to a Regulatory Framework for Formal and 
Informal Remittance Systems: Experiences and Lesson pada tahun 2005.  
Selain hal itu, IMF dan World Bank juga bekerjasama dengan 
Financial Action Task Force (FATF) untuk mengembangkan metodologi 
global yang komprehensif untuk menilai kepatuhan negara dengan 
standar internasional FATF. 110 Dalam hal ini FATF membuat sebuah 
rekomendasi untuk masyarakat internasional mengenai pemberantasan 
pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terdapat pula upaya-upaya 
regional dalam memberantas terorisme melalui pencegahan 
pendanaannya, misalnya The Arab Convention on the Suppression of 
Terrorism 1998, Treaty on Cooperation among the States members of the 
Commonwealth of independent States in Combating Terrorism 1999 dan 
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Convention of the Organization of Islamic Conference on Combating 
International Terrorism 1999. 
1. Upaya United Nations (UN) 
UN mengakui bahwa pendanaan terorisme merupakan hal yang 
harus menjadi perhatian masyarakat internasional. Pendanaan 
terorisme dapat digambarkan sebagai proses dimana seseorang 
mencoba untuk mengumpulkan atau menyediakan dana dengan 
maksud bahwa dana tersebut digunakan untuk melakukan aksi teror 
oleh teroris atau organisasi teroris seperti yang didefinisikan dalam 
International Convention for the Supression of the Financing of 
Terrorism tahun 1999 serta dalam salah satu perjanjian yang 
tercantum dalam lampiran konvensi itu.111 
Seperti pelaku pencucian uang, orang-orang yang membiayai 
teroris menyalahgunakan sistem keuangan. Dalam rangka mencapai 
tujuan mereka, mereka harus mendapatkan dan menyalurkan dana 
dengan cara yang tampaknya sah. Namun, perbedaan dari kejahatan 
pencucian uang dengan pendanaan terorisme yaitu dana yang terlibat 
dengan pencucian uang selalu berasal dari kegiatan yang ilegal 
sedangkan dana yang disalurkan ke kelompok teroris bisa berasal dari 
sumber yang legal ataupun berasal dari hasil kegiatan kriminal (ilegal). 
Terlepas dari asal usul dana tersebut, teroris atau organisasi teroris 
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menggunakan sistem keuangan informal seperti hawala untuk 
mengaburkan sumber dan tujuan dana mereka.  
Ironinya, UN, Oxfam, Save the Children dan organisasi NGO 
lainnya ternyata menggunakan hawala untuk mengirimkan bantuan 
kemanusian ke negara-negara yang infrastruktur perbankannya masih 
tertinggal.112 
Meskipun demikian UN telah mengambil tindakan untuk 
memberantas pendanaan terorisme (yang dilakukan melalui sistem 
keuangan meskipun tidak secara eksplisit mengatakan hawala) 
dengan dikeluarkannya resolusi 1267/1999 oleh United Nations 
Security Council (UNSC) yang kemudian diperluas dan dimodifikasi 
oleh resolusi 1333/2001 dan resolusi 1390/2002113 yang menetapkan 
sistem untuk membekukan dana dan aset keuangan lain atau sumber 
daya ekonomi serta daftar individu dan organisasi yang terkait dengan 
rezim Taliban Afghanistan dan Al-Qaeda. Pasca serangan 9/11, UNSC 
kemudian mengeluarkan resolusi 1373/2001. Resolusi 1373/2001 
mengenai sistem bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman 
negara-negara mengenai aksi terorisme.  
Selain dikeluarkannya resolusi oleh UNSC, UN juga telah 
mengeluarkan International Convention for the Supression of the 
Financing of Terrorism 1999 yang mulai berlaku pada bulan April tahun 
2002. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota konvensi untuk 
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mengambil langkah-langkah untuk melindungi sistem keuangan 
mereka dari penyalahgunaan oleh orang yang terlibat kegiatan 
terorisme. Untuk mengefektifkan teraplikasinya konvensi tersebut di 
negara-negara, maka dibuatlah Model Legislation on Money 
Laundering and Financing of Terrorism pada tahun 2005 oleh United 
Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bersama dengan IMF. 
a. International Convention for the Supression of the Financing of 
Terrorism 1999 
Konvensi ini dibuat dengan mempertimbangkan resolusi 
United Nations General Assembly (UNGA) nomor 49/60 pada 
tanggal 9 Desember 1994 untuk memberantas terorisme 
internasional, resolusi UNGA nomor 51//210 pada tanggal 17 
Desember 1996 paragraf 3 (f) dimana negara-negara diminta 
mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan melawan 
pendanaan terorisme dan organisasi terorisme baik pendanaan itu 
bersumber dari kegiatan yang legal ataupun ilegal dan resolusi 
UNGA nomor 53/108 pada tanggal 8 Desember 1998, dimana di 
dalam resolusi ini dijelaskan pentingnya instrumen konvensi 
internasional mengenai pendanaan terorisme.  
Konvensi ini juga mempertimbangkan bahwa jumlah dan 
keseriusan dari tindak terorisme internasional tergantung pada 
pendanaan terorisme itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan 
instrumen hukum internasional untuk meningkatkan kerjasama 
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internasional antar negara dalam menyusun dan mengadopsi 
langkah-langkah yang efektif untuk pencegahan pendanaan 
terorisme dan pemberian sanksi untuk pendanaan terorisme. 
Di dalam konvensi ini dijelaskan bahwa dana yang dimaksud 
adalah aset baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, bergerak 
atau tidak bergerak yang diperoleh dalam dokumen hukum ataupun 
dalam bentuk apapun termasuk bentuk elektronik atau digital, aset 
yang dimaksud tapi tidak terbatas pada kredit bank, travel cek, cek 
bank, wesel, surat berharga, draft dan letter of credit114 dan orang 
yang melakukan kejahatan dalam pengertian konvensi ini yaitu 
orang tersebut dengan cara apapun, secara langsung atau tidak 
langsung, sengaja atau tidak sengaja, menyediakan atau 
mengumpulkan dana dengan niat untuk digunakan atau dalam 
pengetahuan mereka akan digunakan secara keseluruhan atau 
sebagian dalam rangka untuk melaksanakan tindakan yang 
merupakan suatu pelanggaran (yang didefinisikan dalam konvensi 
yang tercantum dalam lampiran konvensi ini) dan setiap tindakan 
lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau luka 
fisik yang serius terhadap warga sipil atau orang lain yang tidak 
mengambil bagian aktif dalam permusuhan dalam situasi konflik 
bersenjata ketika tujuan dari tindakan tersebut menurut sifat atau 
konteksnya adalah untuk mengintimidasi penduduk atau memaksa 
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pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau 
tidak melakukan suatu tindakan apapun. 
 Selain itu orang tersebut juga dianggap melakukan 
kejahatan jika ikut berpartisipasi sebagai kaki tangan, mengatur 
dan mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan, 
memberikan kontribusi terhadap terjadinya suatu kejahatan115 
seperti kejahatan yang dimaksud pada paragraf yang telah 
dijelaskan sebelumnya. 
Untuk menangani kejahatan seperti yang dimaksud di atas 
maka negara-negara peserta konvensi ini wajib untuk menetapkan 
pendanaan terorisme sebagai kejahatan pidana dan menjatuhkan 
sanksi atas tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan 
hukum nasionalnya116. Negara-negara peserta konvensi ini juga 
perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas tindak pidana 
pendanaan terorisme, jika kejahatan terjadi di dalam wilayah 
negara tersebut, kejahatan terjadi di atas bendera negara tersebut 
atau pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan hukum negara 
tersebut pada saat kejahatan dilakukan dan jika kejahatan 
dilakukan oleh warga negara dari negara tersebut.
117
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Sesuai hukum nasional negara-negara peserta konvensi, 
jika negara tersebut berhasil mengidentifikasi dan mendeteksi 
adanya kejahatan pendanaan terorisme maka negara tersebut 
wajib untuk membekukan dan menyita dana tersebut.118 
Selain memperkuat hukum nasional mengenai pendanaan 
terorisme, negara-negara peserta konvensi ini wajib untuk bekerja 
sama dalam mencegah kejahatan pendanaan terorisme dengan 
memberikan pengawasan, memantau transportasi uang lintas 
batas, saling bertukar informasi yang akurat dengan membentuk 
dan menjalin saluran komunikasi antara lembaga di negara-negara 
konvensi untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan 
cepat mengenai pendanaan terorisme, bekerja sama dalam 
melakukan penyelidikan mengenai identitas orang atau kelompok 
yang melakukan pendanaan terorisme dan pergerakan dana yang 
berkaitan dengan pendanaan terorisme.
119
 
 Lalu negara pihak dimana pelaku kejahatan dituntut, harus 
melaporkan hasil akhir dari proses hukum kepada Sekretaris 
Jenderal PBB (Sekjen PBB) dan kemudian Sekjen PBB akan 
menyampaikan informasi tersebut ke negara-negara peserta 
konvensi ini.120 
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b. Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism 
2005 
Model Legislation on Money Laundering and Financing of 
Terrorism merupakan model undang-undang awal mengenai 
pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh 
UNODC pada tahun 1999 sebagai bagian dari upaya untuk 
membantu negara-negara mempersiapkan dan meningkatkan 
kerangka legislatif mereka yang sesuai dengan standar 
internasional. Standar internasional yang dimaksud yaitu 
instrumen-instrumen internasional yang relevan dengan pencucian 
uang dan pendanaan terorisme (seperti International Convention 
for the Supression of the Financing of Terrorism 1999) dan 
rekomendasi dari FATF.  
Model undang-undang ini dirancang untuk memfasilitasi 
penyusunan undang-undang khusus bagi negara yang bermaksud 
memberlakukan hukum terhadap pencucian uang dan pendanaan 
terorisme. Model undang-undang ini juga mengusulkan ketentuan 
untuk memperkuat rezim Anti-Money Laundering/Combating the 
Financing of Terrorism (AML/CFT) dan menawarkan negara 
mekanisme hukum yang tepat untuk terlibat dalam kerjasama 
internasional. Untuk mengefektifkan rezim hukum AML/CFT maka 




 Model undang-undang ini dibagi menjadi enam bagian yang 
mengatur mengenai definisi, pencegahan pencucian uang dan 
pendanaan terorisme, pendeteksian pencucian uang dan 
pendanaan terorisme, investigasi dan ketentuan rahasia, sanksi 
dan tindakan sementara serta kerjasama internasional. 
 Ketentuan-ketentuan yang ada didalam model undang-
undang ini telah disusun, diulas dan diselesaikan oleh kelompok 
yang pakar di bidang internasional yang dilakukan di Wina pada 
bulan Mei 2004, di Brussels pada bulan Juni 2004 dan di 
Washington pada bulan September 2004 dan Maret 2005. 
Kelompok ini terdiri dari pakar AML/CFT termasuk perwakilan dari 
UNODC, IMF, World Bank dan organisasi-organisasi di Amerika. 
1) Definisi 
Di dalam model undang-undang ini terdapat beberapa 
definisi yang harus diperhatikan yaitu definisi mengenai dana 
atau properti, aksi teroris, teroris, organisasi teroris, lembaga 
keuangan, layanan transfer uang, pembekuan dan penyitaan. 
Definisi dana dan aksi teroris disini mengikuti definisi yang 
tertuang di dalam International Convention for the Supression of 
the Financing of Terrorism 1999.121 Adapun definisi mengenai 
teroris yaitu setiap orang yang melakukan atau mencoba 
melakukan aksi terorisme dengan cara apapun, secara 
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langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja; 
berpartisipasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan 
tindakan terorisme; atau memberikan kontribusi untuk tindakan 
terorisme sedangkan untuk definisi organisasi teroris pada 
dasarnya hampir sama dengan definisi teroris namun pada 
organisasi teroris aksi terorisme dilakukan oleh sekelompok 
orang.122 
Lembaga keuangan yang dimaksud dalam model hukum ini 
yaitu setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan bisnis 
seperti penerimaan deposito, pemberian pinjaman, pemberian 
sewa, transfer uang, penerbitan dan pengelolaan alat 
pembayaran, pemberi jaminan keuangan, perdagangan valuta 
asing; instrumen pasar uang; suku bunga; surat berharga; 
perdagangan berjangka komiditi, partisipasi dalam surat 
berharga, manajemen portofolio individu ataupun kolektif, 
investasi dan asuransi jiwa.123 Pendanaan terorisme sangat erat 
kaitannya dengan sistem transfer uang maka penting untuk 
mengetahui definisi dari layanan transfer uang itu sendiri, model 
undang-undang ini kemudian menjelaskan bahwa layanan 
transfer uang yaitu layanan yang menjalankan bisnis dengan 
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menerima uang tunai, cek atau instrumen moneter lainnya atau 
cara lain untuk menyimpan uang dan membayar jumlah yang 
sesuai dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lain kepada 
penerima dengan alat komunikasi, pesan, transfer atau melalui 
sistem kliring.124 
Menurut International Convention for the Supression of the 
Financing of Terrorism 1999 negara akan memberikan sanksi 
berupa pembekuan dan penyitaan dana atau aset yang terbukti 
terkait dengan pendanaan terorisme. Oleh karena itu penting 
diketahui apa yang dimaksud dengan pembekuan dan 
penyitaan. Dalam hal ini maka model undang-undang 
memberikan penjelasan mengenai pembekuan dan penyitaan 
dana atau aset. 
Pembekuan yang dimaksud oleh model undang-undang ini 
yaitu tindakan dilarangnya kegiatan transfer, konversi, disposisi 
atau pergerakkan dana atau properti lainnya selama durasi 
tertentu sesuai dengan keputusan dari pihak yang berwenang. 
Dana yang dibekukan tetap menjadi milik orang atau badan 
yang berkepentingan dengan dana tersebut dan dapat terus 
diberikan oleh lembaga keuangan.125 Penyitaan memiliki definisi 
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yang hampir mirip dengan pembekuan dimana dana yang disita 
tetap menjadi milik atau badan yang berkepentingan dengan 
dana namun dana tersebut harus dikelola oleh otoritas hukum 
atau pihak yang berwenang. 
2) Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 
Bentuk pencegahan yang dimaksud dalam model undang-
undang ini yaitu adanya syarat transparansi untuk lembaga 
keuangan seperti bank. Selain transparansi, lembaga keuangan 
juga harus mengidentifikasi pelanggan mereka dan memeriksa 
identitas pelanggan mereka dengan sumber yang dapat 
dipercaya. Lembaga keuangan diwajibkan untuk memantau 
khusus pada transaksi-transaksi yang dianggap mencurigakan 
dan melaporkannya jika diminta oleh Financial Intelligence Unit 
(FIU) dan pihak-pihak yang berwenang.  
Hal yang tidak kalah pentingnya dalam mencegah 
pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu lembaga 
keuangan harus memegang arsip dari setiap informasi transaksi 
keuangan dan lembaga keuangan harus memiliki program 
internal untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan 
terorisme seperti dibuatnya kebijakan internal mengenai 
prosedur dan kontrol; pelatihan untuk para pejabat dan 
karyawan untuk membantu mereka dalam mengenali transaksi 
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yang mungkin terkait dengan pencucian uang dan pendanaan 
terorisme serta pengaturan audit internal.126 
3) Pendeteksian Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 
Hal yang pertama yang harus dilakukan untuk dapat 
mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu 
membentuk sebuah unit intelijen keuangan (FIU) yang berfungsi 
sebagai pusat untuk menerima, meminta, menganalisis dan 
menyebarkan informasi mengenai kejahatan pencucian uang 
dan pendanaan terorisme. Kemudian, lembaga keuangan wajib 
melaporkan kegiatan yang mencurigakan jika ada dana atau 
properti yang terkait atau akan digunakan untuk pendanaan 
terorisme kepada FIU.  
Selain dibentuknya FIU, kehadiran pengawas juga sangat 
penting dalam hal memerangi pencucian uang dan pendanaan 
terorisme. Pengawas yang dimaksud disini yaitu Pengawas 
Keuangan, Bank Pusat, Pengawas Asuransi, Menteri 
Kehakiman, Kementrian Keuangan dan Kementrian 
Perdagangan dimana para pengawas ini mempunyai tanggung 
jawab untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan. Setiap subjek yang melanggar kewajiban yang 
dimaksud dalam Bagian II dan III baik dengan sengaja atau 
kelalaian maka dianggap telah melakukan pelanggaran 
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 Lihat Title II - Prevention of money laundering and financing of terrorism, United 
Nations Office on Drugs and Crime and International Monetary Fund, Model Legislation 
on Money Laundering and Financing of Terrorism, 2005. 
94 
 
administrasi dan akan dikenakan sanksi berupa peringatan 
tertulis sampai pencabutan izin usaha.127 
4) Investigasi dan Ketentuan Rahasia 
Untuk mendapatkan bukti adanya kejahatan pencucian 
uang dan pendanaan terorisme maka pihak yang berwenang 
(hakim) dapat memerintahkan sebuah investigasi melalui 
pemantauan rekening bank dan rekening lain yang sejenis, 
akses ke sistem komputer, jaringan dan server, intersepsi 
komunikasi, rekaman audio atau video dan penyitaan surat-
menyurat. Jika ada saksi yang dapat mendukung bukti akan 
kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme maka 
saksi (dengan inisiatif sendiri dari pihak yang berwenang atau 
permintaan saksi) akan merahasiakan identitas saksi dan 
memberikan perlindungan kepada saksi tersebut.128 
5) Sanksi dan Tindakan Sementara 
Orang atau pihak yang diketahui membiayai organisasi 
terorisme maka lembaga-lembaga keuangan yang memegang 
dana mereka harus segera membekukan dan menyita dana 
mereka. Kemudian melaporkan hal tersebut ke UNSC. Selain 
pembekuan dan penyitaan dana, orang atau pihak yang 
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 Lihat Title III – Detection of money laundering and financing of terrorism, United 
Nations Office on Drugs and Crime and International Monetary Fund, Model Legislation 
on Money Laundering and Financing of Terrorism, 2005. 
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 Lihat Title IV – Investigation and secrecy provision, United Nations Office on 
Drugs and Crime and International Monetary Fund, Model Legislation on Money 
Laundering and Financing of Terrorism, 2005. 
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melakukan pendanaan terorisme juga akan diberikan sanksi 
pidana.129 
6) Kerjasama Internasional 
Kerjasama internasional yang dimaksud dalam undang-
undang ini yaitu dalam hal bantuan hukum timbal balik antara 
negara-negara dan ekstradisi yang berkaitan dengan pencucian 
uang dan pendanaan terorisme. Bantuan hukum timbal balik 
yang dimaksud seperti saling memberikan informasi dan 
barang-barang bukti; membantu dalam mengidentifikasi atau 
melacak dana atau sarana-sarana atau hal-hal lain untuk tujuan 
pembuktian; penyitaan dana atau aset; melaksanakan 
pembekuan dan tindakan sementara lainnya; serta bentuk lain 
dari bantuan hukum timbal balik yang tidak bertentangan 
dengan hukum nasional negara tersebut. Mengenai ekstradisi, 
pelaksanaan permintaan ekstradisi yang terkait dengan 
pencucian uang dan pendanaan terorisme harus tunduk pada 
prosedur dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam perjanjian 
ekstradisi yang berlaku. Ekstradisi berdasarkan model undang-
undang ini berlaku hanya jika pencucian uang dan pendanaan 
terorisme merupakan kejahatan atau peristiwa pidana menurut 
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 Lihat Title V – Penal and provisonal measures, United Nations Office on Drugs 
and Crime and International Monetary Fund, Model Legislation on Money Laundering and 
Financing of Terrorism, 2005. 
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sistem hukum kedua pihak (negara yang meminta dan negara 
yang diminta).130 
2. Upaya Financial Action Task Force ( FATF ) 
FATF adalah sebuah badan antar-pemerintah yang didirikan 
pada tahun 1989. Tujuan dari FATF adalah untuk menetapkan standar 
dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah 
hukum dalam membuat peraturan untuk memerangi pencucian uang,  
pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya yang menganggu 
integritas sistem keuangan internasional. FATF membuat kebijakan 
yang diperlukan untuk membawa reformasi dan peraturan nasional di 
setiap negara.131 
FATF telah mengembangkan serangkaian rekomendasi yang 
diakui sebagai standar internasional untuk memerangi pencucian 
uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. 
Rekomendasi FATF beberapa kali mengalami revisi dan yang terakhir 
dilakukan pada tahun 2012. FATF memonitor kemajuan anggotanya 
dalam melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
membasmi pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF 
bekerjasama dengan badan-badan internasional lainnya seperti IMF 
dan World Bank untuk mengidentifikasi kerentanan tingkat nasional 
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 Lihat Title VI – International cooperation, United Nations Office on Drugs and 
Crime and International Monetary Fund, Model Legislation on Money Laundering and 
Financing of Terrorism, 2005. 
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 Financial Action Task Force, About Us http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/ , 
diakses pada Senin, 12 Januari 2014, pukul 17.15 WITA. 
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dengan tujuan untuk melindungi sistem keuangan internasional dari 
penyalahgunaan. 
Rekomendasi dari FATF mengenai pemberantasan terorisme 
terdiri 4 rekomendasi (rekomendasi nomor 5–8)132 yaitu:  
Rekomendasi 5, pelanggaran pendanaan terorisme. Negara-
negara harus mengkriminalisasi pendanaan terorisme sebagaimana 
yang dimaksud dalam International Convention for The Suppression of 
The Financing Terrorism 1999. Dalam rekomendasi ini, tidak hanya 
pendanaan kegiatan terorisme yang harus dikriminalisasi tetapi jenis 
pendanaan organisasi teroris dan teroris individu bahkan hubungan ke 
aksi teroris itu sendiri juga harus dikriminalisasi. FATF meyakinkan 
negara-negara bahwa tindak pidana pendanaan terorisme tidak 
terlepas dari tindak pidana pencucian uang.133 
Rekomendasi 6, menargetkan sanksi keuangan yang berkaitan 
dengan terorisme dan pendanan terorisme. Dalam rekomendasi ini, 
negara diharuskan menerapkan sanksi keuangan sesuai dengan 
resolusi yang telah dikeluarkan oleh UNSC mengenai pencegahan dan 
pemberantasan terorisme dan pendanaan terorisme. Resolusi ini 
mengharuskan negara untuk membekukan dana dan aset lainnya dan 
memastikan bahwa tidak ada dana atau aset lainnya yang dibuat baik 
secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan setiap orang 
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 The Financial Action Task Force Recommendation, International Standards on 
Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation, 2012. 
133
 Lihat rekomendasi nomor 5 The Financial Action Task Force Recommendation, 
International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism 
and Proliferation, 2012. 
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atau badan baik yang ditunjuk oleh atau berada dibawah kewenangan 
UNSC berdasarkan Bab VII United Nations Charter termasuk dengan 
resolusi 1267 (1999) dan pengganti resolusi itu atau yang ditunjuk oleh 
negara berdasarkan resolusi 1373 (2001).134 
Rekomendasi 7, menargetkan sanksi keuangan mengenai 
proliferasi. Dalam rekomendasi ini membahas mengenai pembekuan 
dana dan aset lainnya yang berkaitan dengan proliferasi senjata 
pemusnah massal dan pembiayaannya.135 
Rekomendasi 8, organisasi non-profit. Dalam rekomendasi ini 
negara harus meninjau bagaimana efektivitas peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan entitas dapat disalahgunakan 
untuk pendanaan terorisme. Biasanya, organisasi non-profit sangat 
rentan dan negara-negara harus memastikan bahwa organisasi non-
profit tidak dapat disalahgunakan oleh organisasi teroris yang 
disalahgunakan untuk mengeksploitasi badan usaha yang sah sebagai 
medium pendanaan terorisme termasuk untuk tujuan melarikan diri 
dari tindakan pembekuan aset dan disalahgunakan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan pengiriman uang gelap yang 
dimaksudkan untuk organisasi teroris
136
 dalam hal ini hawala 
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 Lihat rekomendasi nomor 6 The Financial Action Task Force Recommendation, 
International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism 
and Proliferation, 2012. 
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 Lihat rekomendasi nomor 7 The Financial Action Task Force Recommendation, 
International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism 
and Proliferation, 2012. 
136
 Lihat rekomendasi nomor 8 The Financial Action Task Force Recommendation, 
International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism 
and Proliferation, 2012. 
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merupakan sarana yang tepat untuk menyembunyikan pengiriman 
uang atau dana untuk teroris. 
Rekomendasi nomor 5–8 lebih bersifat represif dalam 
memberantas pendanaan terorisme. Selain rekomendasi di atas, FATF 
juga membuat rekomendasi yang bersifat preventif untuk 
memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
Rekomendasi tersebut mengenai transparansi penyedia jasa 
keuangan dalam hal sistem transaksi pengiriman uang mereka. 
Rekomendasi yang dibuat oleh FATF dalam transparansi 
transaksi pengiriman uang yaitu yang pertama dengan menerapkan 
Customer Due Diligence (CDD) dan tata kearsipan. Dalam 
menerapkan CDD, lembaga keuangan dilarang menyimpan akun 
anonim atau akun fiktif. Lembaga keuangan harus menerapkan CDD 
kepada pelanggannya, jika dicurigai dana tersebut untuk pendanaan 
terorisme maka harus mengindentifikasi identitas pelanggan dengan 
menggunakan dokumen, data dan informasi yang dapat dipercaya.137 
Mengenai tata kearsipan, lembaga keuangan diharuskan untuk 
menjaga paling tidak 5 tahun semua arsip berharga termasuk arsip 
domestik dan internasional dimana memungkinkan mereka untuk 
memenuhi secara cepat permintaan informasi dari pihak yang 
berwenang. Arsip tersebut mencakup izin rekonstruksi transaksi 
individual termasuk jumlah uang, tipe mata uang yang dipakai dan 
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 Lihat rekomendasi nomor 10 The Financial Action Task Force 
Recommendation, International Standards on Combating Money Laundering and The 
Financing of Terrorism and Proliferation, 2012. 
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sebagainya. Tata kearsipan tersebut harus dilakukan melalui proses 
CDD dimana terdapat catatan dokumen resmi seperti passport, kartu 
tanda penduduk, surat izin mengemudi atau dokumen sejenisnya.138 
Selanjutnya, FATF juga merekomendasikan kepada negara-
negara untuk memastikan bahwa orang atau badan hukum yang 
menyediakan jasa transfer uang harus telah teregistrasi. Demikian juga 
dengan agen dari penyedia jasa tersebut harus teregistrasi oleh pihak 
yang berwenang. Kemudian negara harus berperan dalam mengawasi 
penyedia jasa transfer uang ini, jika mereka beroperasi tanpa memiliki 
izin harus diberi sanksi yang sesuai, negara juga harus memastikan 
bahwa penyedia jasa ini tidak terlibat dalam proses tindak pidana 
pencucian uang dan pendanaan terorisme139 dan jika lembaga 
keuangan mencurigai atau mempunyai alasan yang jelas untuk 
mencurigai dana tersebut adalah hasil dari kegiatan kriminal atau 
berhubungan dengan pendanaan terorisme maka harus dilaporkan 
kepada FIU.140 
FATF juga mengharuskan negara untuk mengambil tindakan di 
tempat tertentu untuk mendeteksi pergerakan fisik lintas batas mata 
uang dimana negara mempunyai wewenang untuk menghentikannya 
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 Lihat rekomendasi nomor 11 The Financial Action Task Force 
Recommendation, International Standards on Combating Money Laundering and The 
Financing of Terrorism and Proliferation, 2012. 
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 Lihat rekomendasi nomor 14 The Financial Action Task Force 
Recommendation, International Standards on Combating Money Laundering and The 
Financing of Terrorism and Proliferation, 2012. 
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 Lihat rekomendasi nomor 20 The Financial Action Task Force 
Recommendation, International Standards on Combating Money Laundering and The 
Financing of Terrorism and Proliferation, 2012. 
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jika hal tersebut dicurigai berhubungan dengan pendanaan terorisme 
atau pencucian uang. Oleh karena itu negara harus memberikan 
sanksi yang sesuai.141 
Untuk membuat rekomendasi ini efektif maka negara-negara 
harus meratifikasi dan mengimplentasikan Vienna Convention 1988; 
Palermo Convention 2000; the United Nations against Corruption 
2003; dan the Terrorist Financing Convention 1999. Jika 
memungkinkan, negara-negara juga disarankan untuk meratifikasi dan 
mengimplementasikan konvensi internasional yang relevan seperti the 
Council of Europe Convention on Cybercrime 2001; the Inter-American 
Convention against Terrorism 2002; dan the Council of Europe 
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the 
Proceeds from Crime and on the Financing Terrorism 2005.142 Hal 
yang tidak kalah pentingnya untuk mencegah pendanaan terorisme 
yaitu dengan adanya bantuan hukum timbal balik antar negara. 
Dimana negara-negara bekerjasama dalam memberantas dan 
menginvestigasi pendanaan terorisme.143 
Sayangnya, rekomendasi FATF menemui beberapa hambatan 
dalam mengaplikasikannya, salah satu contohnya yaitu hambatan dalam 
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 Lihat rekomendasi nomor 32 The Financial Action Task Force 
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 Lihat rekomendasi nomor 36 The Financial Action Task Force 
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hal literasi.144 Rekomendasi yang dibuat oleh FATF tidak dapat teraplikasi 
dengan baik di negara-negara tertentu khususnya pada negara 
berkembang seperti Afghanistan. Afghanistan merupakan salah satu 
negara dengan pemakaian hawala terbanyak lalu dalam proses 
mengaplikasikan rekomendasi FATF, hambatan dalam bidang literasi 
membuat FATF harus berfikir berulang kali dalam menerapkan 
rekomendasinya hal ini terjadi karena 74% warga Afghanistan dan 91% 
perempuan di Afghanistan buta huruf dan sebagian besar mereka tidak 
memiliki identifikasi pribadi seperti kartu tanda penduduk. Setelah rezim 
Taliban di Afghanistan tepatnya di Kabul, hawaladars adalah satu-satunya 
aktor keuangan yang aktif dan dapat diandalkan dengan menawarkan jasa 
keuangan dan non-keuangan untuk lokal, regional dan internasional. 
Terlebih lagi di Afghanistan para hawaladars tidak diperlukan untuk 
menunjukkan catatan keuangan mereka untuk pemeriksaan atau audit di 
bawah hukum Afghanistan. Melihat kondisi di Afghanistan maka sangat 
sulit bagi FATF untuk membuat sistem transfer informal seperti hawala 
sulit untuk “diformalkan”.  
Selain itu, dalam menetapkan rekomendasi mengenai peradilan 
pidana dan menegakkan persyaratan perizinan mengenai pencegahan 
penyalahgunaan sistem transfer informal untuk pencucian uang dan 
pendanaan terorisme masih susah diaplikasikan di negara-negara 
berkembang seperti di India. Contohnya saja, mantan Perdana Menteri 
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India P.V. Narasimha Rao menerima dana ilegal melalui hawala namun 
karena tingginya pangkat Narasimha maka dia mampu lolos dari 
penuntutan. 
3. Upaya World Bank dan International Monetary Fund (IMF) 
a. World Bank 
Dalam hal pencegahan penyalahgunaan hawala untuk 
pendanaan terorisme, World Bank dan IMF saling bekerjasama 
untuk menciptakan sebuah regulasi yang mengatur mengenai 
lembaga penyedia jasa keuangan. Maka menurut World Bank, hal 
pertama yang harus dilakukan yaitu pemahaman mengenai jenis 
transaksi keuangan antara bank dengan non-bank dan lembaga 
non-perbankan dengan lembaga keuangan informal dimana 
lembaga seperti ini sangat rentan untuk pendanaan terorisme.  
Khusus mengatur mengenai hawala sebagai salah satu 
lembaga keuangan informal yang rentan dengan pendanaan 
terorisme, maka World Bank telah memberikan beberapa opsi 
untuk pengaturannya, yaitu:145 
1) Menjalankan kebijakan non-regulation, hanya mengandalkan 
pengaturan diri antar operator; 
2) Menetapkan standar peraturan khusus untuk sektor informal; 
3) Memperluas peraturan sektor perbankan formal untuk sistem 
transfer informal dengan penciptaan badan pengawas eksternal. 
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Mempertimbangkan hal tersebut, World Bank menyarankan 
membentuk kerjasama global untuk mengatasi ancaman 
pendanaan terorisme dan kerjasama tersebut mencakup 
pengawasan dan regulasi sektor keuangan.146  
Pada tanggal 22 April 2002, World Bank dan IMF 
mengadakan pertemuan di Washington untuk mengembangkan 
mekanisme kerjasama global. Peserta dari pertemuan tersebut 
terdiri dari FATF, badan regional FATF seperti Asia/Pasific Group 
on Money Laundering (APG), United Nations Global Programme on 
Money Laundering, United Nations Counter Terrorism Committee, 
bank-bank regional termasuk Asian Development Bank (ADB), 
pertemuan ini diadakan untuk menjalin kordinasi dan membantu 
kebutuhan teknis di wilayah mereka. Tidak hanya itu, World Bank 
juga akan membantu negara-negara dalam mengidentifikasi 
daerah-daerah mana saja di negara mereka yang rentan akan 
pendanaan terorisme dan membantu mereka mengatasi akar 
penyebab penyalahgunaan sektor keuangan dalam pendanaan 
terorisme dengan menyediakan bantuan untuk memperkuat 
ekonomi, keuangan, pemerintahan dan dasar hukum mereka, 
contohnya dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan 
kapasistas dan pelatihan dalam sektor keuangan di antara negara-
neagra donor dan organisasi internasional dan regional. Selain hal 
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itu World Bank dan IMF mengembangkan metodologi yang 
komprehensif untuk menilai rezim AML/CFT di negara-negara 
sebagai bagian dari kerjasama Financial Sector Assessment 
Program yang didukung oleh World Bank, IMF dan FATF.  
Sebagai contoh, negara-negara yang diyakini menjadi pusat 
operasi Al-Qaeda seperti Afghanistan, Somalia dan Yaman jauh 
dari sistem keuangan dan infrastruktur hukum yang diperlukan 
untuk mengatur transaksi keuangan. Meskipun Afghanistan telah 
membuka bank swasta internasional pada bulan september 2003 
yang bisa digunakan untuk melakukan transfer uang berskala 
internasional namun World Bank masih skeptis mengenai prospek 
dari bank itu karena bagaimanapun masyarakat di Afghanistan 
telah mengandalkan hawala selama bertahun-tahun dan akan sulit 
untuk berpindah ke bank swasta tersebut. 
b. International Monetary Fund (IMF) 
IMF dan World Bank mempunyai kerja sama yang erat 
dalam AML/CFT, kebijakan yang dilakukan oleh World Bank 
berlaku juga untuk IMF karena adanya inisiatif bersama. IMF 
bekerja secara kolektif dengan World Bank, FATF dan badan-
badan regional FATF. 
106 
 
 IMF dalam mencegah penyalahgunaan hawala untuk 
pendanaan terorisme telah menawarkan dua garis besar regulasi, 
yaitu:147 
1) Di negara-negara dimana sistem hawala dilakukan, 
direkomendasikan bahwa dealer hawala mendaftarkan usaha 
hawalanya dan menyimpan arsip yang memadai dan sejalan 
dengan rekomendasi FATF. Upaya ini fokus pada peningkatan 
transparansi dalam sistem hawala dengan membawa hawala 
lebih dekat ke sektor keuangan formal meskipun di negara-
negara konflik pendaftaran hawala mungkin susah untuk 
dilakukan. 
2) Peraturan yang dibuat harus secara simultan mengatasi 
kelemahan yang mungkin ada di sektor perbankan formal. 
Upaya untuk mengatur hawala terbatasi oleh keterbatasan 
pengetahuan mengenai sistem hawala itu sendiri dan masih 
sedikit akses untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem 
hawala dieksploitasi oleh organisasi kriminal. Jika dibuat 
peraturan yang terlalu ketat ditakutkan akan menyulitkan orang-
orang pekerja imigran dengan status ekonomi lemah untuk 
mengirimkan hasil pendapatan mereka yang sah ke negara 
asal mereka (biasanya negara berkembang). Oleh karena itu, 
kekhawatiran peraturan harus berusaha untuk 
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 Marie Chene, Hawala Remittance System and Money Laundering,Anti 
Corruption Resource Centre, 2008, hlm. 8. 
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menyeimbangkan antara pencegahan penyalahgunaan dengan 
kebutuhan untuk memastikan bahwa arus dana yang sah masih 
mengalir ke negara berkembang. 
Untuk mewujudkan dua garis besar regulasi tersebut, 
IMF berkaloborasi dengan World Bank membuat peraturan 
pendekatan untuk mengatur sistem pengiriman uang dalam sebuah 
paper, Approaches to a Regulatory Framework for Formal and 
Informal Remittance Systems: Experiences and Lessons 
(ARFFIRS) pada tahun 2005. Paper ini berfokus pada kerangka 
peraturan untuk sistem pengiriman uang yang sesuai dengan 
rekomendasi FATF. Tujuan dari dibuatnya paper ini yaitu untuk 
membagi pengalaman negara-negara dalam menerapkan kerangka 
peraturan untuk pendaftaran atau lisensi penyedia jasa pengiriman 
uang dan mengusulkan pedoman operasional awal untuk penilai 
dan penyedia bantuan teknis.148 Tantangan yang dihadapi oleh 
negara-negara dalam pengaturan ini yaitu bagaimana menyusun 
sebuah rezim peraturan yang membahas risiko penyalahgunaan 
sistem pengiriman uang dimana pada saat yang sama harus 
mempertahankan fleksibilitas yang cukup dan efesiensi untuk 
mendorong entititas yang berada di sektor informal untuk menaati 
rezim peraturan tersebut. 
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  Lihat International Monetary Fund, Approaches to a Regulatory Framework for 
Formal and Informal Remittance Systems: Experiences and Lessons, Monetary and 
Financial Systems Department, 2005, hlm. 7. 
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Di dalam ARFFIRS dijelaskan mengenai risiko pencucian 
uang dan pendanaan terorisme pada penyalahgunaan sistem 
pengiriman uang149 dimana sistem pengiriman informal seperti 
hawala memiliki risiko yang paling tinggi. Hal itu terjadi karena 
penyedia jasa sistem pengiriman uang informal tidak menerapkan 
CDD untuk pelanggan mereka.150 Untuk mencegah terjadinya 
penyalahgunaan maka IMF dan World Bank menyarankan agar 
negara-negara mengikuti rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh 
FATF dalam AML/CFT yaitu dengan pendaftaran terhadap 
penyedia jasa pengiriman uang dan adanya pengawasan oleh 
pihak yang berwenang.151 Beberapa negara telah menerapkan 
rekomendasi dari FATF dengan mengeluarkan peraturan khusus 
dan telah menunjuk pengawas untuk proses pendaftaran, penyedia 
lisensi pengiriman uang dan penegakkan peraturan tersebut. 
Negara-negara tersebut telah berhasil membawa penyedia jasa 
pengiriman uang informal beroperasi ke dalam arena formal. 
Contoh negara yang telah berhasil menerapkannya yaitu United 
Kingdom, United States of America, United Arab Emirates, 
Belanda, Swiss dan Jerman. 
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 Lihat paragraf  17  International Monetary Fund, Approaches to a Regulatory 
Framework for Formal and Informal Remittance Systems: Experiences and Lessons, 
Monetary and Financial Systems Department, 2005. 
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 Lihat paragraf 18 International Monetary Fund, Approaches to a Regulatory 
Framework for Formal and Informal Remittance Systems: Experiences and Lessons, 
Monetary and Financial Systems Department, 2005. 
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 Lihat paragraf 20, 21, dan 22 International Monetary Fund, Approaches to a 
Regulatory Framework for Formal and Informal Remittance Systems: Experiences and 
Lessons, Monetary and Financial Systems Department, 2005. 
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Cara pendaftaran yang diterapkan oleh salah satu 
negara dengan mengadopsi sistem pendaftaran sukarela kepada 
penyedia jasa pengiriman uang informal dengan tujuan awal untuk 
mengidentifikasi semua entitas tersebut dengan harapan akan 
memudahkan mereka masuk ke dalam peraturan tersebut. Untuk 
pendaftarannya sendiri, negara harus membuatnya sesederhana 
mungkin yaitu para penyedia jasa pengiriman uang informal harus 
memberikan salinan paspor mereka, foto, tempat dilakukannya 
usaha pengiriman uang mereka dan salinan lisensi untuk bisnis 
mereka yang lain. Jika berkas telah terpenuhi, maka akan ada sesi 
wawancara untuk mereka, setelah puas dengan hasil wawancara 
maka pihak yang berwenang akan mengeluarkan sertifikat sebagai 
bukti pendaftaran yang harus diperpanjang setiap tahun.152  
Biaya pendaftaran sendiri tergantung dari negaranya, 
ada negara yang memungut biaya sekitar US $100 (digunakan 
untuk pembiayaan pengawas) dan ada juga beberapa negara yang 
memungut biaya mulai dari US $100 sampai beberapa ribu 
dollar.153 Keuntungan dari proses pendafaran itu sendiri yaitu 
memudahkan untuk mengidentifikasi aliran uang yang masuk dan 
keluar dari suatu negara, melindungi integritas dari sistem 
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 Lihat paragraf 27 International Monetary Fund, Approaches to a Regulatory 
Framework for Formal and Informal Remittance Systems: Experiences and Lessons, 
Monetary and Financial Systems Department, 2005. 
153
 Lihat paragraf 33 International Monetary Fund, Approaches to a Regulatory 
Framework for Formal and Informal Remittance Systems: Experiences and Lessons, 
Monetary and Financial Systems Department, 2005. 
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keuangan secara keseluruhan dan mencegah adanya 
penyalahgunaan pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
Untuk mencegah penyalahgunaan, ada tiga hal penting 
yang harus dilakukan yaitu identifikasi, tata kearsipan dan 
melaporkan transaksi yang mencurigakan. Pada tahap identifikasi, 
penyedia jasa pengiriman uang harus memverifikasi identitas 
pelanggannya yang melakukan transaksi mulai dari €750 
(tergantung negaranya). Kemudian, para penyedia jasa pengiriman 
uang informal harus menyimpan catatan transaksinya. Hal ini 
sangat penting karena umumnya penyedia jasa pengiriman uang 
informal tidak menyimpan catatan atau arsip dari transaksi yang 
dilakukan dan kalaupun ada, catatan tersebut tidak bisa dibaca dan 
menggunakan kode yang sulit dimengerti.  
Untuk mengatasi hal ini, pihak berwenang dari negara 
harus menyediakan format standar dalam pencatatan transaksi. Hal 
yang tidak kalah penting selain tata kearsiapan transaksi yaitu 
penyedia jasa pengiriman uang informal harus melaporkan kepada 
pihak yang berwenang jika mencurigai suatu transaksi yang 
berkaitan dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. 
Apabila penyedia jasa pengiriman uang tidak mendaftar dan tidak 
melakukan identifikasi, pencatatan dan pelaporan transaksi yang 
mencurigakan maka negara akan memberikan sanksi mulai dari 
peringatan, denda sampai pencabutan izin usaha. 
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4. Upaya Regional 
Beberapa upaya regional dalam memberantas terorisme 
khususnya pencegahan dalam pendanaan terorisme yaitu The Arab 
Convention on the Suppression of Terrorism 1998 yaitu konvensi yang 
dibuat oleh negara-negara Arab, Treaty on Cooperation among the States 
members of the Commonwealth of independent States in Combating 
Terrorism 1999 yaitu konvensi yang dibuat oleh negara-negara 
persemakmuran Inggris dan Convention of the Organization of Islamic 
Conference on Combating International Terrorism 1999 yaitu konvensi 
yang dibuat oleh organisasi-organisasi Islam. 
The Arab Convention on the Suppression of Terrorism 1998 dalam 
pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa negara-negara peserta harus berjanji 
unuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme sesuai dengan 
hukum domestik dan prosedur. Salah satu caranya yaitu dengan 
mencegah pendanaan terorisme
154
 meskipun tidak secara eksplisit 
mengatakan pelarangan akan hawala. Demikian pula dengan Convention 
of the Organization of Islamic Conference on Combating International 
Terrorism 1999 yang juga hanya menyebutkan pemberantasan terorisme 
dengan mencegah pendanaan terorisme sebagai salah satu caranya dan 
tidak secara khusus menjelaskan pendanaan terorisme bagaimana yang 
dimaksud.155 Sedangkan Treaty on Cooperation among the States 
                                                             
154
 Lihat Pasal 3 ayat 1 The Arab Convention on the Suppression of Terrorism 
1998. 
155
 Lihat Pasal 3 Bagian A Convention of the Organization of Islamic Conference 
on Combating International Terrorism 1999. 
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members of the Commonwealth of independent States in Combating 
Terrorism 1999 tidak menyebutkan sama sekali mengenai pencegahan 
pendanaan terorisme. 
Secara keseluruhan upaya yang dilakukan oleh UN, IMF, World 
Bank, FATF dan upaya regional sudah lebih dari cukup dalam usaha 
mencegah penyalahgunaan hawala untuk pendanaan terorisme. 
Contohnya, salah satu contoh upaya yaitu dengan membekukan aset bagi 
pihak yang terbukti melakukan pendanaan terorisme, hal tersebut bisa 
dilihat dalam kasus Al-Barakaat yang asetnya telah dibekukan oleh 
Amerika Serikat ketika diketahui Al-Barakaat melakukan pendanaan 
terorisme kepada Al-Qaeda.  
Namun, upaya untuk meregulasikan hawala atau memformalkan 
hawala masih sulit untuk dilakukan melihat kondisi di setiap negara 
berbeda-beda. Memformalkan hawala bisa jadi berhasil untuk negara-
negara maju dimana masyarakatnya memang tidak terlalu mengandalkan 
hawala dan lebih condong menggunakan sektor formal kecuali para 
imigran. Beda halnya dengan negara-negara berkembang dimana 
masyarakatnya memang sangat mengandalkan hawala dan bahkan 
hawala merupakan satu-satunya aktor keuangan yang berfungsi. 
Meskipun ada yang berhasil diformalkan, itu akan menyulitkan para 
hawaladars mengingat adanya iuran yang harus diberikan oleh 
hawaladars kepada pemerintah dan bisa jadi karena tuntutan memenuhi 
iuran, biaya yang dikenakan kepada pelanggan akan bertambah dan 
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tentunya hal itu akan tambah memberatkan para imigran atapun 
masyarakat negara berkembang untuk mengirimkan uang. 
Jika memformalkan hawala dirasa sulit untuk dilakukan mungkin 
sebaiknya sektor formal yang di”hawala”kan. Dalam hal ini sektor formal 
bisa mengaplikasikan ciri khas hawala yang akan meningkatkan 
pemakaian sektor formal seperti ruang lingkup pengoperasian, biaya yang 
murah dan kecepatan transfer itu sendiri. Sektor formal harus bisa 
mencapai daerah-daerah terpencil dimana hawala sering digunakan 
sehingga akan memperluas lingkup pengoperasiannya, kemudian 
sebaiknya sektor formal memberikan sedikit keringanan biaya untuk para 
imigran jika ingin melakukan pengiriman uang serta meningkatkan 
kecepatan transfer pengiriman uang itu sendiri. Jika hal ini dapat 
diaplikasikan maka peningkatan pemakaian sektor formal akan mengalami 
peningkatan dan bukan tidak mungkin bahwa pemakaian hawala akan 
berkurang ataupun bisa jadi hawala akan tidak digunakan, jika memang 
ada kemungkinan seperti itu maka proses pelacakan dana untuk terorisme 
akan mudah dilakukan dan penerapan konvensi mengenai 
pemberantasan pendanaan terorisme juga akan lebih mudah ketika sektor 







Berdasarkan pemaparan hasi penelitian dan pembahasan, adapun 
kesimpulan yang dapat diambil, yaitu: 
1. Perspektif mengenai hawala dapat dilihat dari tujuannya yaitu hawala 
tujuan positif yang murni digunakan untuk pengiriman uang, 
menyalurkan bantuan kemanusiaan dan pembayaran sedangkan 
hawala tujuan negatif digunakan untuk melakukan kejahatan seperti 
menghindari pajak, menghindari kurs mata uang yang tinggi, 
perdagangan narkoba, pencucian uang dan pendanaan terorisme. 
2. Pendanaan terorisme merupakan bentuk penyalahgunaan terhadap 
praktik hawala banking yang dilakukan oleh jaringan terorisme. Dana 
yang disalurkan melalui hawala biasanya bersumber dari kegiatan 
kriminal baik itu dari perdagangan narkoba, penyelundupan minyak 
atapun perdagangan berlian. Selain membantu menyalurkan dana, 
hawala juga membantu menyediakan dana untuk teroris seperti pada 
kasus jaringan hawala Al-Barakaat. Faktor-faktor yang menyebabkan 
hawala rentan digunakan untuk pendanaan terorisme yaitu hawala tidak 
mengisyaratkan adanya identitas yang jelas untuk pelanggannya, 
hawala tidak teregistrasi ke badan pemerintah dan kurangnya koneksi 
ke bank formal. Faktor-faktor ini kemudian menguntungkan bagi teroris 
untuk menyalurkan dana mereka melalui hawala. Penyalahgunaan 
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hawala untuk pendanaan terorisme menimbulkan dampak ekonomi dan 
sosial kepada negara dan masyarakat pengguna hawala. 
3. Upaya hukum internasional untuk mencegah pendanaan terorisme 
melalui praktik hawala banking yaitu dengan dibuatnya International 
Convention for the Suppression of the Financing Terrorism 1999, Model 
Legistaltion on Money Laundering and Financing Terrorism 2005, 
Rekomendasi oleh The Financial Action Task Force mengenai 
International Standards on Combating Money Laundering and The 
Financing of Terrorism and Proliferation 2012 dan Approaches to a 
Regulatory Framework for Formal and Informal Remittance Systems: 
Experiences and Lessons 2005. Beberapa upaya regional The Arab 
Convention on the Suppression of Terrorism 1998, Treaty on 
Cooperation among the States members of the Commonwealth of 
independent States in Combating Terrorism 1999 dan Convention of 
the Organization of Islamic Conference on Combating International 
Terrorism 1999. 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu: 
1. Perlunya  negara-negara mengadopsi produk hukum internasional ke 
dalam hukum nasional mereka dalam hal pencegahan pendanaan 
terorisme, terlepas apakah negara tersebut merupakan negara yang 
sudah maju dalam infrastruktur keuangan ataupun masih tertinggal. Hal 
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ini penting mengingat pendanaan terorisme dilakukan melalui sistem 
keuangan dan merupakan masalah global. 
2. Lembaga keuangan, penyedia jasa keuangan dan penyedia layanan 
transfer informal diharapkan mampu bekerja sama dengan baik dengan 
pemerintah, negara-negara lain dan lembaga atau organisasi 
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FOR THE SUPPRESSION OF THE 









International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 
Preamble 
The States Parties to this Convention, 
Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United 
Nations concerning the maintenance of international peace and security and the 
promotion of goodneighbourliness and friendly relations and cooperation among 
States, 
Deeply concerned about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its 
forms and manifestations, 
Recalling the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the 
United Nations, contained in General Assembly resolution 50/6 of 24 October 1995, 
Recalling also all the relevant General Assembly resolutions on the matter, 
including resolution 49/60 of 9 December 1994 and its annex on the Declaration on 
Measures to Eliminate International Terrorism, in which the States Members of the 
United Nations solemnly reaffirmed their unequivocal condemnation of all acts, 
methods and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by 
whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among 
States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States, 
Noting that the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism 
also encouraged States to review urgently the scope of the existing international legal 
provisions on the prevention, repression and elimination of terrorism in all its forms 
and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal 
framework covering all aspects of the matter, 
Recalling General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, 
paragraph 3, subparagraph (f), in which the Assembly called upon all States to take 
steps to prevent and counteract, through appropriate domestic measures, the 
financing of terrorists and terrorist organizations, whether such financing is direct or 
indirect through organizations which also have or claim to have charitable, social or 
cultural goals or which are also engaged in unlawful activities such as illicit arms 
trafficking, drug dealing and racketeering, including the exploitation of persons for 
purposes of funding terrorist activities, and in particular to consider, where 
appropriate, adopting regulatory measures to prevent and counteract movements of 
funds suspected to be intended for terrorist purposes without impeding in any way 
the freedom of legitimate capital movements and to intensify the exchange of 




Recalling also General Assembly resolution 52/165 of15 December 1997, in 
which the Assembly called upon States to consider, in particular, the implementation 
of the measures set out in paragraphs 3 (a) to (f) of its resolution 51/210 of 17 
December 1996, 
Recalling further General Assembly resolution 53/108 of 8 December 1998, in 
which the Assembly decided that the Ad Hoc Committee established by General 
Assembly resolution 51/210 of17 December 1996 should elaborate a draft 
international convention for the suppression of terrorist financing to supplement 
related existing international instruments, 
Considering that the financing of terrorism is a matter of grave concern to the 
international community as a whole, 
Noting that the number and seriousness of acts of international terrorism 
depend on the financing that terrorists may obtain, 
Noting also that existing multilateral legal instruments do not expressly 
address such financing, 
Being convinced of the urgent need to enhance international cooperation 
among States in devising and adopting effective measures for the prevention of the 
financing of terrorism, as well as for its suppression through the prosecution and 
punishment of its perpetrators, 
Have agreed as follows: 
Article 1 
For the purposes of this Convention: 
1. AFunds® means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable 
or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any 
form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such 
assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, bank 
cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letters of credit. 
2. A A State or governmental facility® means any permanent or temporary 
facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, 
members of Government, the legislature or the judiciary or by officials or 
employees of a State or any other public authority or entity or by employees or 




3. AProceeds® means any funds derived from or obtained, directly or indirectly, 




1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that 
person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides 
or collects funds with the intention that they should be used or in the 
knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out: 
(a) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in 
one of the treaties listed in the annex; or 
(b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a 
civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities 
in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its 
nature or context, is to intimidate a population, or to compel a 
government or an international organization to do or to abstain from 
doing any act. 
2. (a) On depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or 
accession, a State Party which is not a party to a treaty listed in the annex 
may declare that, in the application of this Convention to the State Party, 
the treaty shall be deemed not to be included in the annex referred to in 
paragraph 1, subparagraph (a). The declaration shall cease to have effect as 
soon as the treaty enters into force for the State Party, which shall notify 
the depositary of this fact; 
(b) When a State Party ceases to be a party to a treaty listed in the annex, it 
may make a declaration as provided for in this article, with respect to that 
treaty. 
3. For an act to constitute an offence set forth in paragraph 1, it shall not be 
necessary that the funds were actually used to carry out an offence referred to 
in paragraph 1, subparagraphs a or b 
4. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an 
offence as set forth in paragraph 1 of this article. 
5. Any person also commits an offence if that person: 
(a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1 or 4 
of this article; 
(b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 
  
 
1 or 4 of this article; 
(c) Contributes to the commission of one or more offences as set forth in 
paragraphs 1 or 4 of this article by a group of persons acting with a 
common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either: 
(i) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal 
purpose of the group, where such activity or purpose involves the 
commission of an offence as set forth in paragraph 1 of this article; or 
(ii) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an 
offence as set forth in paragraph 1 of this article. 
Article 3 
This Convention shall not apply where the offence is committed within a 
single State, the alleged offender is a national of that State and is present in the 
territory of that State and no other State has a basis under article 7, paragraph 1, or 
article 7, paragraph 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 
12 to 18 shall, as appropriate, apply in those cases. 
Article 4 
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary: 
(a) To establish as criminal offences under its domestic law the offences set 
forth in article 2; 
(b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take 
into account the grave nature of the offences. 
Article 5 
1. Each State Party, in accordance with its domestic legal principles, shall take the 
necessary measures to enable a legal entity located in its territory or organized 
under its laws to be held liable when a person responsible for the management 
or control of that legal entity has, in that capacity, committed an offence set 
forth in article 2. Such liability may be criminal, civil or administrative. 
2. Such liability is incurred without prejudice to the criminal liability of 
individuals having committed the offences. 
3. Each State Party shall ensure, in particular, that legal entities liable in 
  
 
accordance with paragraph 1 above are subject to effective, proportionate and 
dissuasive criminal, civil or administrative sanctions. Such sanctions may 
include monetary sanctions. 
Article 6 
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, 
where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope 
of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a 
political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature. 
Article 7 
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its 
jurisdiction over the offences set forth in article 2 when: 
(a) The offence is committed in the territory of that State; 
(b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State 
or an aircraft registered under the laws of that State at the time the 
offence is committed; 
(c) The offence is committed by a national of that State. 
2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when: 
(a) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an 
offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), in 
the territory of or against a national of that State; 
(b) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an 
offence referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), 
against a State or government facility of that State abroad, including 
diplomatic or consular premises of that State; 
(c) The offence was directed towards or resulted in an offence referred to in 
article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), committed in an attempt 
to compel that State to do or abstain from doing any act; 
(d) The offence is committed by a stateless person who has his or her 
habitual residence in the territory of that State; 
(e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the 
Government of that State. 
  
 
3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each 
State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the 
jurisdiction it has established in accordance with paragraph 2. Should any 
change take place, the State Party concerned shall immediately notify the 
Secretary-General. 
4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to 
establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where 
the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that 
person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in 
accordance with paragraphs 1 or 2. 
5. When more than one State Party claims jurisdiction over the offences set forth 
in article 2, the relevant States Parties shall strive to coordinate their actions 
appropriately, in particular concerning the conditions for prosecution and the 
modalities for mutual legal assistance. 
6. Without prejudice to the norms of general international law, this Convention 
does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State 
Party in accordance with its domestic law. 
Article 8 
1. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its 
domestic legal principles, for the identification, detection and freezing or 
seizure of any funds used or allocated for the purpose of committing the 
offences set forth in article 2 as well as the proceeds derived from such 
offences, for purposes of possible forfeiture. 
2. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its 
domestic legal principles, for the forfeiture of funds used or allocated for the 
purpose of committing the offences set forth in article 2 and the proceeds 
derived from such offences. 
3. Each State Party concerned may give consideration to concluding agreements 
on the sharing with other States Parties, on a regular or case-by-case basis, of 
the funds derived from the forfeitures referred to in this article. 
4. Each State Party shall consider establishing mechanisms whereby the funds 
derived from the forfeitures referred to in this article are utilized to compensate 
the victims of offences referred to in article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or 
(b), or their families. 
  
 
5. The provisions of this article shall be implemented without prejudice to the 
rights of third parties acting in good faith. 
Article 9 
1. Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged 
to have committed an offence set forth in article 2 may be present in its 
territory, the State Party concerned shall take such measures as may be 
necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the 
information. 
2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in 
whose territory the offender or alleged offender is present shall take the 
appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person=s 
presence for the purpose of prosecution or extradition. 
3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being 
taken shall be entitled to: 
(a) Communicate without delay with the nearest appropriate representative 
of the State of which that person is a national or which is otherwise 
entitled to protect that person=s rights or, if that person is a stateless 
person, the State in the territory of which that person habitually resides; 
(b) Be visited by a representative of that State; 
(c) Be informed of that person=s rights under subparagraphs (a) and (b). 
4. The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the 
laws and regulations of the State in the territory of which the offender or 
alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and 
regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the 
rights accorded under paragraph 3 are intended. 
5. The provisions of paragraphs 3 and 4 shall be without prejudice to the right of 
any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 7, 
paragraph 1, subparagraph (b), or paragraph 2, subparagraph (b), to invite the 
International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the 
alleged offender. 
6. When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into 
custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General 
of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in 
accordance with article 7, paragraph 1 or 2 and, if it considers it advisable, any 
other interested States Parties, of the fact that such person is in custody and of 
  
 
the circumstances which warrant that person=s detention. The State which 
makes the investigation contemplated in paragraph 1 shall promptly inform the 




1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in 
cases to which article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, 
without exception whatsoever and whether or not the offence was committed 
in its territory, to submit the case without undue delay to its competent 
authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance 
with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the 
same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the 
law of that State. 
2. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or 
otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person 
will be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the 
trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was 
sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree 
with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional 
extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth 
in paragraph 1. 
Article 11 
1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as 
extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the 
States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties 
undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition 
treaty to be subsequently concluded between them. 
2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a 
treaty receives a request for extradition from another State Party with which it 
has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider 
this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set 
forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided 
by the law of the requested State. 
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a 
treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences 
  
 
between themselves, subject to the conditions provided by the law of the 
requested State. 
4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes 
of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in 
the place in which they occurred but also in the territory of the States that have 
established jurisdiction in accordance with article 7, paragraphs 1 and 2. 
5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States 
Parties with regard to offences set forth in article 2 shall be deemed to be 
modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with 
this Convention. 
Article 12 
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in 
connection with criminal investigations or criminal or extradition proceedings 
in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining 
evidence in their possession necessary for the proceedings. 
2. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the 
ground of bank secrecy. 
3. The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence 
furnished by the requested Party for investigations, prosecutions or proceedings 
other than those stated in the request without the prior consent of the requested 
Party. 
4. Each State Party may give consideration to establishing mechanisms to share 
with other States Parties information or evidence needed to establish criminal, 
civil or administrative liability pursuant to article 5. 
5. States Parties shall carry out their obligations under paragraphs 1 and 2 in 
conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance 
or information exchange that may exist between them. In the absence of such 
treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in 
accordance with their domestic law. 
Article 13 
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of 
extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence. Accordingly, States Parties 
may not refuse a request for extradition or for mutual legal assistance on the sole 
  
 
ground that it concerns a fiscal offence. 
Article 14 
None of the offences set forth in article 2 shall be regarded for the purposes of 
extradition or mutual legal assistance as a political offence or as an offence 
connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. 
Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an 
offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or 
an offence connected with a political offence or an offence inspired by political 
motives. 
Article 15 
Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to 
extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has 
substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth 
in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made 
for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person=s 
race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with 
the request would cause prejudice to that person=s position for any of these reasons. 
Article 16 
1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one 
State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of 
identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining 
evidence for the investigation or prosecution of offences set forth in article 2 
may be transferred if the following conditions are met: 
(a) The person freely gives his or her informed consent; 
(b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions 
as those States may deem appropriate. 
2. For the purposes of the present article: 
(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and 
obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise 
requested or authorized by the State from which the person was 
transferred; 
(b) The State to which the person is transferred shall without delay 
  
 
implement its obligation to return the person to the custody of the State 
from which the person was transferred as agreed beforehand, or as 
otherwise agreed, by the competent authorities of both States; 
(c) The State to which the person is transferred shall not require the State 
from which the person was transferred to initiate extradition proceedings 
for the return of the person; 
(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence 
being served in the State from which he or she was transferred for time 
spent in the custody of the State to which he or she was transferred. 
3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance 
with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, 
shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his 
or her personal liberty in the territory of the State to which that person is 
transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from 
the territory of the State from which such person was transferred. 
 
Article 17 
Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures 
are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be 
guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in 
conformity with the law of the State in the territory of which that person is present 
and applicable provisions of international law, including international human rights 
law. 
Article 18 
1. States Parties shall cooperate in the prevention of the offences set forth in 
article 2 by taking all practicable measures, inter alia, by adapting their 
domestic legislation, if necessary, to prevent and counter preparations in their 
respective territories for the commission of those offences within or outside 
their territories, including: 
(a) Measures to prohibit in their territories illegal activities of persons and 
organizations that knowingly encourage, instigate, organize or engage in 
the commission of offences set forth in article 2; 
(b) Measures requiring financial institutions and other professions involved in 
financial transactions to utilize the most efficient measures available for 
the identification of their usual or occasional customers, as well as 
customers in whose interest accounts are opened, and to pay special 
  
 
attention to unusual or suspicious transactions and report transactions 
suspected of stemming from a criminal activity. For this purpose, States 
Parties shall consider: 
(i) Adopting regulations prohibiting the opening of accounts the holders 
or beneficiaries of which are unidentified or unidentifiable, and 
measures to ensure that such institutions verify the identity of the real 
owners of such transactions; 
(ii) With respect to the identification of legal entities, requiring financial 
institutions, when necessary, to take measures to verify the legal 
existence and the structure of the customer by obtaining, either from a 
public register or from the customer or both, proof of incorporation, 
including information concerning the customer=s name, legal form, 
address, directors and provisions regulating the power to bind the 
entity; 
(iii) Adopting regulations imposing on financial institutions the obligation 
to report promptly to the competent authorities all complex, unusual 
large transactions and unusual patterns of transactions, which have no 
apparent economic or obviously lawful purpose, without fear of 
assuming criminal or civil liability for breach of any restriction on 
disclosure of information if they report their suspicions in good faith; 
(iv) Requiring financial institutions to maintain, for at least five years, all 
necessary records on transactions, both domestic or international. 
2. States Parties shall further cooperate in the prevention of offences set forth in 
article 2 by considering: 
(a) Measures for the supervision, including, for example, the licensing, of all 
money- transmission agencies; 
(b) Feasible measures to detect or monitor the physical cross-border 
transportation of cash and bearer negotiable instruments, subject to strict 
safeguards to ensure proper use of information and without impeding in 
any way the freedom of capital movements. 
3. States Parties shall further cooperate in the prevention of the offences set forth 
in article 2 by exchanging accurate and verified information in accordance with 
their domestic law and coordinating administrative and other measures taken, 
as appropriate, to prevent the commission of offences set forth in article 2, in 
particular by: 
(a) Establishing and maintaining channels of communication between their 
competent agencies and services to facilitate the secure and rapid exchange 
  
 
of information concerning all aspects of offences set forth in article 2; 
(b) Cooperating with one another in conducting inquiries, with respect to the 
offences set forth in article 2, concerning: 
(i) The identity, whereabouts and activities of persons in respect of 
whom reasonable suspicion exists that they are involved in such 
offences; 
(ii) The movement of funds relating to the commission of such offences. 
4. States Parties may exchange information through the International Criminal 
Police Organization (Interpol). 
 
Article 19 
The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance 
with its domestic law or applicable procedures, communicate the final outcome of the 
proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the 
information to the other States Parties. 
Article 20 
The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a 
manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of 
States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States. 
Article 21 
Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and 
responsibilities of States and individuals under international law, in particular the 
purposes of the Charter of the United Nations, international humanitarian law and 
other relevant conventions. 
Article 22 
Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of 
another State Party the exercise of jurisdiction or performance of functions which are 





1. The annex may be amended by the addition of relevant treaties that: 
(a) Are open to the participation of all States; 
(b) Have entered into force; 
(c) Have been ratified, accepted, approved or acceded to by at least twenty-
two States Parties to the present Convention. 
2. After the entry into force of this Convention, any State Party may propose such 
an amendment. Any proposal for an amendment shall be communicated to the 
depositary in written form. The depositary shall notify proposals that meet the 
requirements of paragraph 1 to all States Parties and seek their views on 
whether the proposed amendment should be adopted. 
3. The proposed amendment shall be deemed adopted unless one third of the 
States Parties object to it by a written notification not later than 180 days after 
its circulation. 
4. The adopted amendment to the annex shall enter into force 30 days after the 
deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance or approval 
of such amendment for all those States Parties having deposited such an 
instrument. For each State Party ratifying, accepting or approving the 
amendment after the deposit of the twenty- second instrument, the amendment 
shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State Party of its 
instrument of ratification, acceptance or approval. 
Article 24 
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation 
or application of this Convention which cannot be settled through negotiation 
within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to 
arbitration. If, within six months from the date of the request for arbitration, the 
parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of 
those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by 
application, in conformity with the Statute of the Court. 
2. Each State may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of 
this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself 
bound by paragraph 1. The other States Parties shall not be bound by paragraph 
  
 
1 with respect to any State Party which has made such a reservation. 
3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 may at 
any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of 
the United Nations. 
 
Article 25 
1. This Convention shall be open for signature by all States from 10 January 2000 
to 31 December 2001 at United Nations Headquarters in New York. 
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The 
instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. 
3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of 
accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
Article 26 
1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of 
the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession with the Secretary-General of the United Nations. 
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention 
after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day 
after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 
Article 27 
1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the 
Secretary- General of the United Nations. 
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which 
notification is received by the Secretary-General of the United Nations. 
Article 28 
The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, 
Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the 
  
 
Secretary-General of the United Nations who shall send certified copies thereof to all 
States. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by 
their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at 
United Nations Headquarters in New York on 10 January 2000. 
 
Annex 
1. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The 
Hague on 16 December 1970. 
2. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil 
Aviation, done at Montreal on 23 September 1971. 
3. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally 
Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General 
Assembly of the United Nations on 14 December 1973. 
4. International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the 
General Assembly of the United Nations on 17 December 1979. 
5. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna 
on 3 March 1980. 
6. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving 
International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at 
Montreal on 24 February 1988. 
7. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988. 
8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed 
Platforms located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988. 
9. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted 
by the General Assembly of the United Nations on 15 December 1997. 
 
